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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka
pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal,
Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun laporan
keuangan yang merupakan = pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dituangkan dalam bentuk Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat yang merupakan laporan keuangan
yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan
konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara
Umum Negara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan
Lembaga menyusun Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga dan memberikan pernyataan bahwa

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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Mengingat ;1.

telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah
diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan,;

bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat yang andal berdasarkan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara yang akuntabel
yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, perlu menyusun pedoman
penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas
pelaporan keuangan pemerintah pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian

Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT.


http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2004/1TAHUN2004UU.htm
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya
disingkat LKPP adalah laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan merupakan
konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum
Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LK K/L).

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya
disebut Pelaporan Keuangan adalah keseluruhan proses
yang terkait dengan penyusunan LKPP, mulai dari
otorisasi transaksi sampai dengan terbitnya laporan
keuangan, termasuk proses konsolidasi LK K/L dan LK
BUN.

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang
selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang
secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan
yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan
merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penilaian PIPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh
manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan
efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung
keandalan Pelaporan Keuangan.

Tim Penilai PIPK yang selanjutnya disebut Tim Penilai
adalah tim kerja pada entitas akuntansi dan/atau entitas
pelaporan yang ditunjuk/memiliki tugas untuk membantu
manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK.

Reviu PIPK adalah penelaahan atas penyelenggaraan PIPK
oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.
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10.

Temuan adalah pelanggaran dan/atau penyimpangan
terhadap penerapan pengendalian intern, baik berupa
tidak dijalankannya pengendalian yang sudah ditetapkan,
tidak diidentifikasinya risiko yang signifikan, atau tidak
dibuatnya suatu pengendalian yang diperlukan.
Manajemen adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam
proses bisnis suatu unit kerja, termasuk di dalamnya
adalah Tim Penilai.

Pengendalian Intern Tingkat Entitas adalah pengendalian
yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai
atas pencapaian tujuan Pelaporan Keuangan suatu
organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak
yang luas terhadap organisasi meliputi keseluruhan
proses, transaksi, akun, atau asersi dalam laporan
keuangan.

Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi adalah
pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan
untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan
transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan
berdampak terhadap satu/sekelompok proses, transaksi,

akun, atau asersi tertentu.

BAB II
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Prinsip dan Tujuan Penerapan PIPK

Pasal 2

Prinsip-prinsip penerapan PIPK adalah:

1.
2.

Mendukung pencapaian tujuan organisasi;
Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses
organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam

perencanaan strategis;
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Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu,;
Mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan
manfaat; dan

Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3

Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan

memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan

pengendalian intern yang memadai.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua

Kewajiban Penerapan PIPK

Pasal 4
PIPK diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas
pelaporan penyusun LKPP.
Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk entitas pelaporan yang melakukan konsolidasi

laporan keuangan.

Pasal 5
Penerapan PIPK oleh entitas akuntansi dan entitas
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dilaksanakan pada tingkat entitas dan tingkat
proses/transaksi.
Penerapan PIPK pada tingkat entitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen-komponen
pengendalian intern yang ada dalam entitas akuntansi
dan entitas pelaporan, yaitu:
a. lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
€. pemantauan.
Penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
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pengendalian intern yang diterapkan pada
proses/transaksi yang bersifat manual dan

proses/transaksi yang menggunakan sistem aplikasi.

Bagian Ketiga

Pendokumentasian

Pasal 6
Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun
LKPP bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan

secara berkala memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK.

Bagian Keempat

Pedoman Penerapan PIPK

Pasal 7
Penerapan PIPK dilaksanakan sesuai dengan pedoman
penerapan PIPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8
Dalam rangka menjaga efektivitas penerapan PIPK, setiap
entitas akuntansi dan entitas pelaporan, termasuk entitas
pelaporan yang melakukan konsolidasi laporan keuangan,

melaksanakan penilaian PIPK.



(1)

(2)
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Bagian Kedua

Pelaksanaan Penilaian PIPK

Pasal 9
Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dilaksanakan oleh Tim Penilai.
Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai PIPK sebagaimana

tercantum dalam pedoman Penilaian PIPK.

Pasal 10

Penilaian PIPK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Perencanaan penilaian pengendalian intern;

Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;

Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi;
dan

Penilaian pengendalian intern secara keseluruhan.

Pasal 11

Penilaian PIPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1.

(1)
(2)

(3)

Penilaian PIPK pada tingkat entitas dilaksanakan paling
sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun; dan
Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi

dilaksanakan secara semesteran dan tahunan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Penilaian PIPK

Pasal 12

Tim Penilai menyusun laporan hasil Penilaian PIPK.
Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Tim Penilai kepada:
a. pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas

pelaporan; dan
b. APIP.
Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga disampaikan oleh Tim Penilai secara
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berjenjang kepada Tim Penilai di atasnya.

(4) Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam 3
(tiga) tingkatan, yaitu:

a. Efektif;
b. Efektif dengan pengecualian; atau
c. Mengandung kelemahan material.

(5) Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam pedoman Penilaian PIPK.

(6) Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
batas akhir penyampaian laporan keuangan.

(7) Batas akhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan

penyampaian laporan keuangan.

Pasal 13
Penilaian PIPK pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
dilaksanakan pada tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UABUN), dan
UAPP.

Pasal 14
Penilaian PIPK dilaksanakan sesuai dengan pedoman

Penilaian PIPK.

Pasal 15
Pedoman Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari peraturan Menteri ini.



(1)

(2)
(3)

2017, No.277

BAB IV
REVIU PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 16

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada
pimpinan Kementerian  Negara/Lembaga  mengenai
efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan
Reviu PIPK.

Reviu PIPK dilaksanakan oleh APIP.

Reviu PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang
berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang
disampaikan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.

Pasal 17

Reviu PIPK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Reviu PIPK;
2. Pelaksanaan Reviu PIPK; dan
3. Pelaporan Reviu PIPK.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 18
Perencanaan Reviu PIPK dilaksanakan pada bulan
Agustus sampai dengan bulan Oktober pada tahun
anggaran berjalan.
Dalam hal terdapat kondisi perencanaan tidak dapat
dilaksanakan pada bulan tersebut, perencanaan Reviu
PIPK dapat dilaksanakan sebelum Reviu PIPK
dilaksanakan.
APIP menyusun program kerja Reviu PIPK berdasarkan
pedoman Reviu PIPK.

Pasal 19
Pelaksanaan Reviu PIPK dilaksanakan pada bulan
November tahun anggaran berjalan sampai dengan bulan

Januari tahun anggaran berikutnya.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

-10-

Dalam hal terdapat kondisi Reviu PIPK tidak dapat
dilaksanakan pada bulan tersebut, pelaksanaan Reviu
PIPK dapat dilakukan sebelum reviu LK K/L, LK BUN,
atau LKPP.

Pasal 20

Untuk setiap entitas akuntansi dan/atau entitas
pelaporan yang direviu, dibuat Catatan Hasil Reviu (CHR).
CHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat
Temuan.

CHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang
direviu paling lambat pada saat berlangsungnya

pelaksanaan reviu LK K/L, LK BUN, dan LKPP.

Pasal 21

CHR merupakan dasar bagi APIP untuk membuat
Pernyataan Reviu PIPK.

Pernyataan Reviu PIPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai dasar Manajemen untuk
membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan
keuangan.

Dalam hal tidak dilakukan Reviu PIPK oleh APIP, hasil
Penilaian PIPK oleh Tim Penilai digunakan sebagai dasar
Manajemen untuk membuat pernyataan tanggung jawab

atas laporan keuangan.

Pasal 22

APIP harus memantau status seluruh Temuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sampai dinyatakan tuntas.

Pasal 23

Reviu PIPK pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
dilaksanakan pada tingkat UAPA, UABUN, dan UAPP.

Pasal 24

Reviu PIPK dilaksanakan sesuai dengan pedoman Reviu PIPK.
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Pasal 25
Pedoman Reviu PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (3) dan Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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A. PEDOMAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAFPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

1. Pendahuluan
Tujuann utama pengendalian intern adalah untuk memberikan
keyvakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Menurut
Peraturan Pemerintali Nomor 60 Talhun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Tntern Pemerintah, pencapaian tujuan organisasi
diwujudkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan Keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangarn.
Tujuan keandalan pelaporan, khususnya pelaporan keuangan,
meliputi pemenuhan terhadap aspek reliabilitas, ketepatan waktd,
transparansi, dan aspek-aspek lainnya vang telah ditetapkan dalam
organisasi, termasuk organisasi pemerintah. Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat, sebagai salah satu bentuk akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara yang utama, harus disajikan secara
andal agar dapat meningkatkan akuntabilitas Kementerian
Negara/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN), maupun
Pemerintah Pusat secara umum. Hal ini pada akhirnya juga akan
meningkatkan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan
negara. Mengingat pentingnya tujuan tersebut, setiap pimpinan dan
seluruly pejabat/pegawai di lingkungan K/L dan BUN perlu
meningkatkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan
Kenangan (PIPK) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi
dengan bhaik untuk mendapatkan hasil yang optimal.
PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik diranecang untuk
memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang
dihasilkan andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku. Di samping itu, penerapan PIPK diharapkan dapat
memberikan keyakinan yang memadai kepada pembaca atau
pengguna laporan keuangan bahwa:
a. Laporan keuangan menggambarkan secara lengkap dan memadai

seluruh transaksi keuangan yang terjadi;
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b. Selurulh transaksi keuangan telah dicatat sesuai dengan
peraturan, kebijakan, maupun standar yang berlaka;

¢. Seluruh transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian
kewenangan yang telah ditetapkan; dan

d. Selurulr sumber dayva keuangan telah diamankan dari kerugian
yang material akibat adanya pemborosan, penyalahgunaan,

kesalahan, kecurangan, atau sebab-sebab lainnya,

2. Tujuan dan Manfaat Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa
penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang
memadai, Adapun manfaat penerapan PIPK antara lain adalah:

a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi:

b. Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan;

¢. Meningkatnya keandalan laporan keunangar;

d. Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan; dan

e. Meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para

pemangku kepentingan.

3. Keterbatasan Penerapan Pengendalian Intern
Pengendalian intern secara umum dirancang untuk memberikan
keyakinan memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian
tujuan erganisasi: Oleh karena itu, tidak ada jaminan mutlak bahwa
tujuan tersebut akan dicapai secara sempurna, Hal ini terjadi karena
pengendalian intern dirancang berdasarkan pertimbangan biaya dan
manfaat serta keberhasilannya sangat dipengaruhi eleh faktor
manusia. Meskipun telah dirancang dengan baik, pengendalian intern
tetap memiliki keterbatasan, antara lain pertimbangan yang kurang
matang, kegagalan menerjemahkan perintah, pengabaian
manajemen, dan adanya kolusi. Keterbatasan ini juga berlaku dalam

penerapan PIPK.
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4. Tingkatan Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Penerapan PIPK harus dilaksanakan oleh seluruh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan penyusun LKPP, mulai dari entitas akuntansi
tingkat paling bawah sampai dengan entitas pelaporan yang
melakukan konsolidasi LKPP, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan
¢.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya untuk setiap
entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, PIPK harus dirancang
dan diimplementasikan pada tingkat entitas dan tingkat
proses/transaksi. Penjelasan mengenai penerapan PIPK pada setiap
tingkatan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengendalian [ntern Tingkat Entitas

Sebagai eclemen yang tak terpisahkan dari konsep pengendalian
intern secara umum, PIPK juga perlu diimplementasikan pada
tingkat entitas. Pengendalian pada tingkat entitas dirancang untuk
memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan
pelaporan  keuangan suatu organisasi secara menyeluruli.
Pengendalian ini mempunyai dampak yang luas terhadap
organisasi meliputi keseluruhan proses, transaksi, akun, atau
asersi dalam laporan keuangan. Bentuk aplikatif dari
Pengendalian Intern Tingkat Entitas dapat mengacu pada
penerapan komponen-komponen dan prinsip-prinsip pengendalian
intern menurut Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission {(COSO) Internal Control - Integrated
Frameweork. Penggunaan jframework COSO ini sesuai dengan
konsep pengendalian intern pemerintah Indonesia sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Talun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintal, beserta peraturan-
peraturan turunannya, yang secara umum juga mengacu pada
konsep pengendalian intern COSO. Pada tahun 2013, COSO telah
merilis Internal Control - Integrated Framework (selanjutnya disebut
COSO 2013) terbaru sebagai penyempurnaan dari COSO Internal
Control - Integrated Framework 1992.

Komponen-komponen dan prinsip-prinsip pengendalian intern
menurut COSO 2013 (terdiri dari S komponen dan 17 prinsip)

dapat diuraikan sebagai berikut:
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Lingkungan pengendalian

a) Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan
nilai-nilai etika.

b) Dewan pengawas atau komite audit menunjukkan
independensi dari manajemen dan menjalankan pengawasan
(oversight] atas proses pengembangan dan penerapan
pengendalian intern.

Manajemen  menetapkan  struktur  organisasi, jalur

&

pelaporan, serta pemisahan wewenang dan tanggung jawab
yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan.

d) Organisasi menunjukkan komitmen untuk merekrut,
mengembangkan, dan menempatkan pegawai yang
kompeten sesuai dengan tujuan organisasi.

€) Orgamnisasi memastikan akuntabilitas setiap pegawai dalam
melaksanakan pengendalian intern yang menjadi tanggung
jawabnya.

Penilaian risiko

a) Organisasi menetapkan tujuan secara jelas sehingga
memungkinkan dilakukannya identifikasi dan penilaian
risiko terkait pencapaian tujuan terseburt.

b) Organisasi mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang
dihadapi seluruh entitas dalam pencapaian tujuan sebagai
dasar menentukan bagaimana risiko tersebut akan dikelola.

¢) Organisasi mempertimbangkan potensi terjadinya
kecurangan dalam proses penilaian risiko,

d) Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan-
perubahan yang dapat berdampak signifikan terhadap
sistem pengendalian intern.

Kegiatan pengendalian

a) Organisasi menentukan dan mengembangkan kegiatan
pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko
hingga ke level yang dapat diterima.

b) Organisasi menentukan dan mengembangkan aktivitas
pengendalian umum (general control) atas penggunaan

teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.
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c) Organisasi menerapkan aktivitas pengendalian melalui
kebijakan yang menentukan apa yang diharapkan dan
presedur untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Informasi dan komunikasi

4) Organisasi memperoleh; menghasilkan, dan menggunakan
informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung
terlaksananya pengendalian intern.

b) Organisasi secara internal mengomunikasikan tujuan,
tanggung jawab, dan informasi terkait pengendalian intern
dalam rangka mendukung terlaksananya pengendalian
intern.

c) Organisasi berkomunikasi kepada pihak-pihak eksternal
mengenai  permasalahan  yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pengendalian intermn.

Kegiatan pemantauan

a) Organisasi menetapkan, mengembangkar, dan
melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/atan evaluasi
terpisah untuk menilai apakah komponen-komponen
pengendalian intern telali ada dan berfungsi.

b) Organisasi mengevaluasi kelemahan pengendalian intern
secara periodik dan mengomunikasikannya kepada pihak-
pihak terkait dalam rangka perbaikan.

Di samping penerapan atas prinsip dan komponen pengendalian

intern COSO 2013, Pengendalian Intern Tingkat Entitas juga

harus memperhatikan Pengendalian Umum Teknologi Informasi

dan Komunikasi/Information Technology General Control (ITGC).

Bentuk pengendalian ini juga merupakan penjabaran dari salah

satu prinsip dalam komponen kegiatan penigendalian menurut

COS0 2013 di atas. Hal ini perlu dilakukan oleh manajemen

karena proses penyusunan LKPP di semua tingkatan tidak dapat
dipisahkan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komumnikasi

(TTIK). Bahkan tren saat ini menunjukkan bahwa TIK mempunyai

peran yang semakin vital dalam mewujudkan laporan keuangan

yang andal.
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Pengendalian Umuini TIK adalah bentuk pengendalian yang

bertujuan untuk meyakinkan keamanan, Kestabilan, dan

keandalan kinerja dari perangkat keras (hardware) dan perangkat

lunak (software) komputer serta sumber daya manusia dan TIK

yvang berhubungan dengan sistem-sistem kenangan, Klnisusnya

dalam rangka penyusunan laperan keuangan. Secara umuim,

Pengendalian Umum TIK terdiri dari 4 (empat) komiponen atau

area pengendalian utama, yvaitus

a) Manajemen Risiko
Pengendalian umuni Dberupa pendekatan sistematis yang
meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan
tindakan terbaik terkait kemungkinan terjadinya peristiwa yang
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan TIK dan proses
bisnis yang didukung TIK.

b) Manajemen Perubahan
Pengendalian wumum berupa proses untikk meminimalkan
dampak negatif akibat adanya perubahan (penambahan,
perubahan/modifikasi, pemindahan, atau pengurangan)
komponen konfigurasi TIK, di antaranya perangkat keras,
perangkat lunak, perangkat jaringan, dan dokumen terkait
dengan perubahan.

c) Akses Logika
Pengendalian umum berupa alat dan protokol yang bertujuan
untuk memastikan otorisasi akses pengguna dan mencegah
akses pihak yang tidak berwenang terhadap aset informasi,
khususnya perangkat pengolah informasi.

d) Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan
Pengendaliann umum berupa pengelolaan operasional yang
bertujuan untuk memastikan operasienal yang aman dan benar
pada perangkat pengolah informasi, mengimplementasikan dan
memelihara keamanan informasi, mengelola layanan yang
diberikan pihak ketiga; meminimalkan risiko kegagalan,
melindungi keutuhan dan ketersediaan informasi dan perangkat
lunak, memastikan keamanan pertukaran informasi, dan

pemantauan terhadap proses eperasional.
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Dalani konteks pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, kebijakan-
kebijakan terkait rancangan dan penerapan pengendalian umum
TIK tidak seluruhnya menjadi kewenangan entitas akuntansi dan
entitas pelaporan di semua tingkatan. Pada umumnya, dalam
suatu sistem akuntansi tertentn, entitas akuantansi hanya
bertindak sebagai pengguna atau operator aplikasi sehingga
memiliki kewenangan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan.
Sebagian besar kewenangan berada pada entitas pelaporan yang
menyusun dan mengembangkan sistem akuntansi dan aplikasi
pendukungnya. Oleh karena itu, penerapan pengendalian umum
TIK juga perlu disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh
setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengendalian [ntern Tingkat Proses/Transaksi

Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi adalah
pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk
memtitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara
spesifik. Pengendalian ini hanya terkait dan berdampak terhadap
satni/sekelompok proses, transaksi, akun, atau aseérsi tertentii.
Penerapan pengendalian ini perlu dilakokan baik terhadap
pemrosesan ftransaksi secara manual maupun terotomatisasi
(misalnya menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi), dan
meliputi aspek input, proses, dan output.

Dalam merancang Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi,
suatu organisasi sebaiknya berfokus pada akun atau kelompok
akun signifikan. Akun atau kelompok akun merupakan akun
signifikan apabila memiliki kemungkinan salah saji yang material,
atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena
alasan tertentu. Penentuan akun atau kelompek akun signifikan
merupakan kewenangan manajemen dan dapat bersifat judgement.
Selanjutnya seluruh proses yang mempengaruhi akun atan
kelompok akun signifikan tersebut harus diidentifikasi, termasuk
proses yang melibatkan TIC Dengan mengacu pada asersi
managjemen atas laporan Kkeuangan, setiap proses tersebut

selanjutnya diidentifikasi risiko-risiko atau apa yang hisa salah
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dalam pelaksanaannya. Proses identifikasi risiko sebaiknya
berfokus pada risike-risiko utama, yaito risiko-risiko yang apabila
tidak dimitigasi dengan pengendalian yang memadai, dapat
menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan,
Pengendalian yang dibangun dan diterapkan harus mampo
mencegah dan mendeteksi risiko-risiko dimaksud. Untuk setiap
risiko utama, setidaknya harus terdapat satu pengendalian utama
yvang terkait.

Pengendalian aplikasi (application control)
Penggunaan sistem aplikasi dalam penyusunan LKPP mempunyai
banyak kelebihan, baik dari segi efisiensi proses maupun dari segi
kualitas hasil, dibandingkan dengan proses manual. Akan tetapi,
masih ferdapat risiko sistem aplikasi yang digunakan tidak
mampu berfungsi atau menghasilkan output sesuai dengan yang
diharapkan. Oleh karena itu, pengendalian intern pada tingkat
proses/transaksi juga perlu dirancang dan diimplementasikan
secara khusus terhadap penggunaan aplikasi terkomputerisasi.
Meskipun setiap aplikasi membutuhkan pengendalian yang
spesifik dan unik, tujuan utama pengendalian aplikasi, kKhususnya
dalam rangka penyusunan laporan keuangan, adalah untuk
memastikan kelengkapan dan akurasi data, serta validitas dari
pencatatan yang di-input ke dalam aplikasi. Pengendalian aplikasi
dapat berbentuk pengendalian manual maupun terprogram/
otontatis. Di samping itu, pengendalian aplikasi harus mencakup
keseluruhan sistemn mulai dari input, proses, hingga output.
Sedangkan berdasarkan tahapan prosesnya, tujuan pengendalian
aplikasi dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Tahap penyiapan dan otorisasi data sumber:.
Tujuan pengendalian pada tahap ini diarahkan untuk
memastikan bahwa dokumen-dokumen sumber telah disiapkan
oleh pejabat/pegawai yang memiliki kewenangan dan
kualifikasi sesuai dengan peraturan dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) vang telah ditetapkan. Di samping ita,

pengendalian harus mampu meminimalisasi kesalahan input
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serta mendeteksi kesalahan yang terjadi schingga dapat
dilakukan tindakan perbaikan.

Tahap pengumpulan dan peng-input-an data sumber.

Tujuan pengendalian pada tahap ini diarahkan untuk
memastikan bahwa peng-inputan data dilaksanakan secara
tepat waktu. Dalam hal terjadi perbaikan atau koreksi atas
data yang telah di-input, mekanisme perbaikan atau koreksinya

harus tetap melalui tahapan oterisasi yang telah ditetapkan.

' Tahap pengecekan akurasi, kelengkapan, dan otentisitas.

Tujuan pengendalian pada tahap ini diarahkan untuk

memastikan bahwa transaksi telah akurat, lengkap dan valid.

' Tahap validitas dan integritas pemrosesan.

Tujuan pengendalian pada tahap ini diarahkan wuntuk
memastikan baliwa kemampuan aplikasi antnk mendeteksi
kesalahan dalam transaksi tidak mengganggu pemrosesan
transaksi yang benar dan valid.

Tahap reviu output, rekonsiliasi, dan penanganan kesalahan.
Tujuan pengendalian pada tahap ini diarahkan untuk
memastikan bahwa output aplikasi telah dipergunakan sesuai
dengan kewenangan dan telah disampaikan kepada pihak-
pihak yang tepat, serta memastikan bahwa proses verifikasi,
deteksi, dan koreksi terhadap akurasi output aplikasi telah
dilaksanakan:

Tahap keautentikan dan integritas output.

Tujuan pengendalian pada tahap ini diarahkan untuk
memastikan keautentikan dan integritas data selama proses
ransfer data antar aplikasi (termasuk antar modul atau menu
dalam satu aplikasi yang sama), apabila output dari suatu
aplikasi menjadi output antara atau input bagi aplikasi lain

dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

5. Dokumentasi Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan

Keuangan

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan bertanggung jawab

untuk mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan
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dokumentasi penerapan PIPK. Dokumentasi penerapan PIPK sécara

nmum mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a. Sebagai rekaman seluruh proses kegiatan yang telah terjadi;

b. Seébagai dasar pengambilan keputusan di masa mendatang;

¢. Sebagai bukti hokum atas apa yang telah diputaskan dan
dilaksanakan, khususnya bila terjadi sengketa hukum; dan

d. Sebagai sarana pembelajaran untuk melakukan pemantauan dan
kaji ulang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dekumentasi,

yaitu:

a. Penataan dokumentasi sedemikian ropa sechingga informasi
mudah diakses dan termutakhirkan dengan baik;

b. Pengamanan dokumentasi agar terjaga dari kemungkinan
pencurian atau akses oleh pibak yang tidak berwenang;

¢. Pemenuhan persyaratan dokumen yang memerlukan keabsahan
hukum tertentu; dan

d. Penyimpanan dokumen orisinil dan masa retensi sesuai peraturan
yang berlalkut.

Dokumentasi mencakup rancangan, peénerapan, dan mekanisme

evaluasi pengendalian intern atas pelaporan kenangan yang

tercermin dalam Petunjuk Teknis, Standar Operasional Prosedur

(SOP), kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman

lainnya; termasuk dokumentasi yang menggambarkan sistem

informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta

pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Bentuk dan format

dokumentasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang

berlaku di setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Untuk tujuan kemudahan, keseragaman, atau tujuan lain, entitas

pelaporan dapat menetapkan peraturan tentang bentuk dan format

dokumentasi yang harus dibuat oleh entitas akuntansi dan/atau

entitas pelaporan yarng secara organisatoris berada di bawahnya,
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B. PEDOMAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

1. Pendahuluan

2.

Pentingnya Penilaian Pengendalian TInterm atas Pelaporan
Keuangan
Di samping perancangan dan penerapan, manajemen jlga
bertanggnng jawab terhadap penilaian pengendalian intern atas
pelaporan keuangan (PIPK). Mengingat pelaporan keuangan
merupakan muara semua péncatatan transaksi keuangan dalam
suatu organisasi, maka penilaian PIPK merupakan kegiatan yvang
sangat penting. Melalui penilaian ini diharapkan manajemen
mendapatkan informasi dan umpan balik mengenai pengendalian
yvang dijalankan. Berdasarkan informasi dan ompan balik
tersebut, manajemen dapat mengetahui apakah pengendalian
telah dirancang secara memadai dan telah diimplementasikan
secara efektif sesuai dengan rencana.
Selain informasi mengenai efektivitas pengendalian intern,
kegiatan penilaian juga perlu mengungkapkan kelemahan-
kelemalian  pengendalian yang  ditemukan  serta  saran
perbaikannya, Berdasarkan informasi tersebut, manajemen
melakukan perbaikan, penyesuaian, dan pengembangan sistem
pengendalian yang ada agar lebih efektif. Pedoman penilaian PIPIK
perlu disusun untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan penyusun LKPP,

Definisi

Dalam pedoman ini, istilah-istilah penting yang digunakan

didefinisikan sebagai berikut:

1) Pengendalian Intern atau Sistem Pengendalian Intern adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
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negara, dan keétaatan terhadap peraturan perundang-
undangari.

Control Self Asessment (CSA) adalah preses penilaian
cfektivitas pengendalian intern vang dilakukan oleh
manajemers. Tujuannya adalali memberikan asurans yang
memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

Kegiatan pengendalian (control activities) adalah
kebijakan/prosedur untuk memastikan bahwa arahan
manajemen telah dilaksanakan pada selurul tingkatan dan
fungsi dalam suatu entitas. Kegiatan  pengendalian
dilaksanakan antara lain melalui pemberian persetujuan
(approval), otorisasi (authorization), verifikasi (verification), reviu
atas kinerja operasi (review of operating performance),
pengamanan aset (security of asset), dan pemisahan tugas
(segregation of duties).

Pengendalian utama (key control) adalah pengendalian yang
ketika dievaluasi dapat memberikan kesimpulan tentang
kemampuan keseluruhan sistem pengendalian intern dalam
mencapai tujuan Kegiatan yang ditetapkan.

Temuan adalah pelanggaran dan/atan penyimpangan terhadap
penerapan  pengendalian  intern, Dbaik berupa  tidak
dijalankannya pengendalian yang sudah ditetapkan, tidak
diidentifikasinya risiko yang signifikan, atau tidak dibuatnya
suatu pengendalian yang diperlukan.

Pemilik pengendalian (control owner) adalah pejabat pada tiap
jenjang unit kerja yang bertanggung jawab atas terlaksananya
suatu pengendalian di unit kerjanya, biasanya adalah atasan
langsung pelaksana pengendalian.

Pengendalian preventif adalah pengendalian yang dirancang
untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan atau
kesalahan yang antara lain meliputi; pemberian persetujuan
(approval), otorisasi (authorization), pengamanan aset (security
of asset), dan pemisahan tugas (segregation of duties).
Pengendalian detektif® adalah pengendalian yang dirancang

untuk menemukan kejadian yang tidak diharapkan atau
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kesalahan yang antara lain meliputi rekonsiliasi (reconciliation),
verifikasi (verification), dan reviu atas kinerja operasi (review of
operating performarnce).

9) Atribut pengendalian adalah karakteristik/ciri khusus yang
melekat pada pengendalian atau bukti yvang menunjukkan
bahwa pengendalian telah dilaksanakan, seperti berita acara
rekonsiliasi, paraf, tanda tangan, dan tanda centang (V).

10) Pengambilan sampel atribut (attribute sampling) adalal metode
pengambilan sampel yang digunakan untuk meneliti sifat non
angka dari data. Metode ini digunakan dalam pengujian
pengendalian karena fokus perhatian pengujian pengendalian
adalah pada jejak-jejak pengendalian yang terdapat pada
data/dokumen yang diuji, seperti paraf, tanda tangan, nomor
urut pracetak, bentuk formulir, dan sebagainya, yang juga
bersifat non angka.

Tujuan dan Sasaran Pedoman

Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi

manajemen seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan

penyusun LKPP dalam melakukan penilaian PIPK. Pedoman juga
dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan bagi APIP di tingkat

K/L, BUN, maupun Pemerintah Pusat (dhi. BPKP) dalam

melaksanakan  kegiatan  asistensi kepada —masing-muasing

manajemen entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk
mengembangkan pelaksanaan penilaian PIPK di lingkungannya
sehingga penilaian ini dapat begjalan. Di samping itu, pedoman ini
juga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dan kriteria bagi

APIP dalam pelaksanaan reviu atas PIPK.

Pedoman ini harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran

terwujudnya:

1) kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran atas penilaian
PIPI;

2) keseragaman perangkat penilaian PIPK; dan

3) efektivitas PIPK di lingkup IK/L, BUN, maupun Penierintah

Pusat.
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d. Pendekatan Control Self Assessment
Proses penilaian PIPK dilaksanakan dengan pendekatan penilaian
mandiri/ Control Self Assessment (CSA). CSA adalah sebuah proses
menilai efektivitas pengendalian intern yang bertujuan untuk
memberikan keyakinan yvang memadai bahwa tujuan organisasi
dapat ‘tercapai. Dalam pelaksanaannya, teknik CSA ini
dilaksanakan sendiri oleh pihak manajemen  sehingga
memungkinkan keterlibatan manajemen secara penull dalam
proses penilaian pengendalian intern yang dilaksanakan dalam
organisasinya.
Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran haliwa pihak yang paling
memahami dan menguasai proses bisnis termasuk pengendalian
intern dalam suatu organisasi adalah manajemen, mulai dari level
pimpinan hingga pelaksana. Dengan demikian, diharapkan proses
penilaian dapat berjalan secara cepat, efisien, dan efektif. Di
samping itu, hasil penilaian diharapkan juga akan menjadi lebih
komprehensif dan memberikan nilai tambah yang besar bagi
organisasi karena berisi temuan yang kuat dan rekomendasi yang
fokus pada tindakan perbaikan.
Dalam praktiknya, teknik CSA dapat dilaksanakan melalai
beberapa cara, antara lain sebagai berikut:
1) Workshop/ Facilitdted team meeting
Dalam teknik ini, manajemen membentuk atau menunjuk
sebuah tim yang terdiri dari para pejabat/pegawai di seluruh
tingkatan dan bagian dalam organisasi yang memahami dan
terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
pengendalian intern. Di samping itu, dibentuk pula
seorang/tim fasilitator yang akan memimpin dan mengarahkan
jalannya diskusi. Dalam konteks penilaian PIPK, tugas
fasilitator dilaksanakan oleh Tim Penilai yang telah dibentuk.
Diskusi dapat dilaksanakan dalam Dbentuk focused group
discussion (FGD) maupun bentuk lainnya.
2) Survei/wawancara/kuesioner
Manajemen dhi. Tim Penilai melakukan survei denigan teknik

wawancara maupun membuat kuesioner untuk diisi elelv
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selurtth  pejabat/pegawai yang terkait dengan pengendalian
intern. Pertanyaan yang diajukan melalni wawancara atao
kuesioner sebaiknya disusun sesederhana mungkin sehingga
mudah dipahami dan dijawab tanpa menimbulkan persepsi
vang berbeda-beda, misalnya dalam Dentuk pertanyaan
“ya/tidak”. Selanjutnya hasil survei dianalisis oleh Tim Penilai
untuk memperoleh kesimpulan.

e. Proses Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangai
Terdapat lima proses yang dilaksanakan dalam penilaian PIPK
yaitu perencanaan; penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi; penilaian
pengendalian intern secara keseluruhan; dan pelaporan. Proses
penilaian PIPK secara lengkap akan dijelaskan dalam Dbab-bab
berikutnya.

2. Perencanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Perencanaan adalah langkah yang penting dalam setiap kegiatan,
termasuk dalam proses penilaian PIPK. Dalam tahap ini, manajemen
harus memutuskan ruang lingkup penilaian (meliputi periode
pelaporan keuangan dan komponen laporan keuangan mana yang
akan dinilai pengendalian internnya), tingkat materialitas, dan jadwal
penilaian beserta keputusan atau kebijakan penting lainnya.
Penentuan ruang lingkuap yang terlalu luas atau tingkat materialitas
yang terlalu rendah akan berakibat pada pekerjaan penilaian
pengendalian dan proses yang tidak perlu dan tidak penting bagi
organisasi secara keseluruhan, Sebaliknya, penentuan ruang lingkup
terlalu sempit atau menentukan tingkat materialitas terlalu tinggi
akan berakibat minimnya pengujian dan ketidakmampuan menilai
pengendalian intern secara memadai.

a. Struktur Organisasi Penilaian Pengendalian Intern
Dukungan dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran
dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Penanggung Jawab Unit
Akuntansi lingkup BUN sangat penting dalam kesuksesan
penilaian PIPK. Tim Penilai dibentuk pada unit akuntansi dan unit
pelaporan sesuai dengan fingkat mandjemen yang memberi

pernyataan tanggung jawab.
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Untuk Kementerian Negara/Lembaga, susunan Tim Penilai

meliputi:

1) Tim Penilai Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaperan Keuangan
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKFA);

2) Tim Penilai Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W);

3) Tim Penilai Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon [ (UAPPA-E1);
dan

4) Tim Penilai Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pengguna Anggaran (UAPA).

Sedangkan untuk Bagian Anggaran BUN, susunan Tim Penilai
dibentuk sesuai dengan struktur pelaporan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi
BUN.

Tim Penilai Tingkat UAPA (untuk K/L) dan/atau UABUN (untuk
BUN) diketuai olelh Sekretaris Jenderal atau pimpinan unit lain
yang sejenis. Tim Penilai di bawahnya (selanjutnya disebut Tim
Penilai) diketuai oleh Pejabat yang secara struktural berada satu
tingkat di bawal dan ditunjuk langsung oleh pimpinan entitas
akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang membuat pernyataan
tanggung jawab atas laporan keuangan. Bagi Kementerian/
Lembaga yang telah memiiiki unit kepatuhan internal selaku lini
pertahanan kedua, maka unit kepatuhan internal itu dapat
ditunjuk sebagai Tim Penilai sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan unit kepatuhan internal tersebut dalam struktur
organisasi K/L.

. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilai

Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Tingkat UAPA/UABUN dan
Timm Penilai adalah membantu Mernteri/Pimpinan Lembaga/
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta
Penanggung Jawab Unit Akuntansi lingkup BUN untuk memantau
implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan
pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Proses penilaian

ini tidak hanya berlangsung di tiap akhir semester atau pada saat
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penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Akan tetapi,
kegiatan ini merupakan upaya terus menerus sepanjang tahun
untuk mendekumentasikan, menilai; dan memantau pengendalian
intern. dan memperbaiki kelemahannya. Secara singkat,
pemantanan dan peningkatan pengendalian intern merupakan
proses yang terus menerus dan dilakukan secara paralel dengan
penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, unit kerja
diharuskan melaporkan hasilnya secara semesteran dan tahunar.

Tanggung jawab Tim Penilai Tingkat UAPA/UABUN setidaknya

adalah:

1) menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keunangan K/L
ataw BUN yang akan dinilai dan proses yang mempengarulii
laporan keuangan tersebut;

2) melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian
efektivitas pengendalian intern tingkat UAPA/UABUN;

3) mielaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

4) mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di
bawahnya; dan

5) mienyampaikan laporan konipilasi kepada pimpinan dan APIP
K/L atau BUN.

Tanggung jawab Tim Penilai Tingkat UAPPA-E1/UAPPA-E1

BUN/UAPPA  BUN/UAKPBUN/UAPBUN/UAKBUN  setidaknya

adalah:

1) memetakan rancangan pengendalian;

2) mienyusun desain penilaian pengendalian inftern dan
metodologinya;

3) mienentukan batas materialitas pos yang akan ditji;

4) mienyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;

S) melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;

6) melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian
efektivitas pengendalian intern pada tingkat tersebut;

7) melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekemendasi;

8) miengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di

bawahnya;
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9) mnienyampaikan laporan kepada pimpinan dan APIP K/L atau
BUN; dan
10) memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tanggung jawab Tim Penilai Tingkat UAPPA-W/UAKKPA

BUN/UAKKBUN-Kanwil setidaknya adalal:

1) menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian,

2) melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;

3) mielaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendast;

4) mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di
bawahnya;

5) mienyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-
E1/UAPPA-E1 BUN/UAPPA BUN/UAKPBUN/UAPBUN/
UAKBUN; dan

6) memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tanggung jawab  Tim  Penilai Tingkat UAKPA/UAKPA

BUN/UBL/UAKBUN-Daerah setidaknya adalah:

1) menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;

2) melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;

3) mielaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

4) menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-
W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan
pernyataan tanggung jawab; dan

S) memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

. Keanggotaan

Tanggung jawab penilaian PIPK tingkat UAPA/UABUN berada pada
Sekretaris Jenderal (atau nama lain), namun proses yang akan
dinilai berada pada seluruh organisasi. Manajemen harus
menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam memilih
anggota Tim Penilai dan harus mempertmbangkan umtuk
mengikutsertakan perwakilan dari seluruh Dbagian organisasi
seperti bagian akuntansi/keuangan, bagian TIK, bagian umumn,
bagian sumber daya manusia, dan/ atau APIP' sebagai penasihat

atau pemiberi asistensi.
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Agar dapat melaksanakan penilaian dengan baik, diperlukan

kualifikasi Tim Penilai sebagai berikut:

1) memiliki kompetensi teknis yvang memadai (pemahaman yang
baik terhadap proses Dbisnis yang dipantau, konsep
pengendalian intern, dan teknik pemantauan);

2) memiliki sikap mental (kepribadian) yang baik, tercermin dari
kejujuran, objektivitas, ketekunan, loyalitas, Dbijaksana, dan
bertanggung jawab terhadap profesinya;

3) memiliki kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara
efektif baik lisan maupun tertulis dengan berbagai pihak di
lingkungan unit organisasinya; dan

4) memiliki  keinginan untuk maju dan  menambah
pengetahuan/meningkatkan kemampuan profesionalnya.

SDM Tim Penilai harns memperoleh pelatihan vang cukup terkait

teknis penilaian dan proses bisnis unit yang dinilai. Dalam kaitan

dengan teknis penilaian, program pengembangan kompetensi yang
diperlukan diantaranya meliputi pelatihan tentang:

1) konsep dasar pengendalian intern secara umium dan PIPK;

2) perancangan dan pengembangan perangkat penilaian PIPK;

3) mekanisme pelaksanaan tugas penilaian PIPK; dan

4) simulasi pelaksanaan tugas penilaian PIPK berdasarkan
perangkat yang telah disusun.

Bagi K/L yang telah memiliki unit kepatuhan internal dengamn

nama dan bentuk apapun, maka dapat menugaskan pegawai pada

unit kepatuhan internal dimaksuad, dan pegawai pada unit lain
apabila dipandang perlu, sebagai Tim Penilai. Bagi entitas
akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang telah memiliki Satnan

Tugas (Satgas) SPIP dengan nama dan bentuk apapun dapat

menggunakan satgas tersebut sebagai Tim Penilai. Jumlah

anggota Tim Penilai disesuaikan dengan beban kerja.

Pendekatan Umum Penilaian

Untuk dapat memberikan pernyataan tanggung jawab atas

laporan keuangan berupa pernyataan bahwa laporan keuangan

telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, manajemen harus menilai efektivitas PIPK muntuk
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mendukung pernyataan tersebut. Agar dapat melakukan penilaian
tersebut, pendekatan dari atas ke bawaly (Top-Down Approach)
harus digunakan dalam merencanakan penilaian PIPK.
Penilaian PIPK dilakukan untiik memberikan asurans pada tingkat
enfitas unit kerja. Pendekatan dari atas ke bawah dalam
perencanaan, pengujian, dan pendokumentasian PIPK dimulai
dengan laporan keuangan yang signifikan di level entitas dan
diteluosnri sampai ke proses utama pengendalian, dan dokumen
pendukungnya. Tim Penilai Tingkat UAPA/UABUN akan
menentukan ruang lingkup pelaporan keuangan, desain penilaian
pengendalian intern dan metodologinya, serta penentnan batas
materialitas pos yang akan diuji. Manajemen memiliki fleksibilitas
dalam menentukan laporan keuangan signifikan yang akan diuji
pengendaliannya. Tim Penilai Tingkat UAPA/UABUN akan
mengomunikasikan prosedur tersebut ke seluruh unit organisasi
dan memantau kemajuan entitas akuntansi atau entitas pelaporan
dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan.

. Koordinasi dengan Unit Lain di Dalam dan Luar Organisasi

Satuan kerja di pemerintahan meniiliki ketentuan dan peraturan

yang mendukung implementasi pengendalian intern yang efektif.

Sebagai contoh, beberapa revin dan/ataun pemantanan juga

dilakukan oleh manajemen atau atas nama manajemen sepanjang

tahun. Tim Penilai dalam setiap tingkatan harus
mempertimbangkan penggunaan hasil reviu atau pemantauan
yang telah dilakukan manajemen agar tidak tumpang tindih.

Tim Penilai dalam setiap tingkatan juga harus mempertimbangkan

hasil asurans dari pemberi asurans lainnya baik dari APIP

maupun auditor eksternal. Tim Penilai dan Manajemen harus:

1) memahami  perspektif APIP/auditor eksternal untuk
mengetahui apakah penentuan akun signifikan,
proses/transaksi utama, dan asersi tertentu sejalan dengan
hasil identifikasi APIP/auditer eksternal. Perbedaan mungkin
saja terjadi, seperti perbedaan karena tingkat materialitas. Pada

umumnya, materialitas yang ditetapkan manajemen atau Tim
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Penilai akan lebili rendah dari materialitas yang ditetapkan oleh
APIP/auditor eksternal.

2) memfasilitasi pertukaran informasi jika memungkinkan antara
manajemen dan APIP/auditor eksternal berkenaan dengan
pemahaman bersama terhadap PIPK schingga -diperoleh
pemahaman yang kom prehensif.

3) mengoordinasikan waktu pengujian pengendalian untuk
mencegah tnmpang tindih dengan pengujian pengendalian oleh
APIP/auditor eksternal dalam rangka reviu/audit.

4) membandingkan hasil penilaian PIPK dengan hasil pengujian
pengendalian intern dalam lapeoran hasil andit atas laporan
keuangan oleh auditor eksternal.

Penentuan Ruang Lingkup Pelaporan Keuangan
Tim Penilai tingkat UAPA/UABUN harus merekomendasikan
kepada manajemen ruang lingkup laporan keuangan yang akan
dinilai pengendalian internnya. Manajemen memutuskan ruang
lingkup Derupa periode dan komponen-komponen laporan
keuangan. Periode penilaian minimal adalah laporan keuangan
seniesteran, Sedangkan komponen laporan keuangan yang akan
dinilai dan kedalaman penilaiannya diserahkan kepada
manajemen sesuai dengan risiko proses dan pengendalian intern
yang akan diuji.

Untuk entitas pelaporan yang melakukan proses konsolidasi atas

laporan keuangan unit-unit di bawahnya, maka proses konsolidasi

dan laporan keuangan konsolidasian juga harus dinilai oleh Tim

Penilai. Sebagai contoly, Tim Penilai tingkat UAPA mempunyai

tugas melakukan penilaian terhadap PIPK yang dilaksanakan oleh

manajemen scbagai satker sekaligus sebagai konsolidator LK K/L.

Penentuan Materialitas

Materialitas dalam pelaporan keuangan adalah risiko kesalahan

atau salah saji yang dapat terjadi dalam laporan keuangan yang

akan berpengaruh terhadap keputusan atau kesimpulan yang
diampil berdasarkan laporan keuangan tersebut. Manajemen
harus mempertimbangkan sejauh mana suatu kesalahan akan

mempengaruhi manajemen atau proses pelaperan keuangan.
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Penentuan tingkat materialitas merupakan kewenangan dan
pertimbangan  profesional manajemen. ©Oleh karena itu,
manajemen harus mempertimbangkan proses bisnis utama yang
akan Dberpengartih terhadap pélaporan keuangan. Manajéemen
harus mempertimbangkan kemungkinan dari salali saji laporan
keuangan secara individual atau gabungan. Perbedaan jenis
materialitas sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini
bermanfaat untuk memastikan kecukupan penerapan, penilaian,
dan reviu pengendalian intern. Jenis materialitas tersebut yaitu
materialitas  pelaporan  (reporting materiality), materialitas
perencanaan (planning materiality), dan materialitas pengujian
(testing materiality).

Materialitas pelaporan adalah materialitas secara keseluruhan
vang digunakan sebagai batas kelemahan pengendalian intern
yang dapat menyebabkan salah saji material dalam laporan
keuangarn. Materialitas ~ perencanaan  digunakan untuk
menentukan akun signifikan, unsur-unsur, atau pengungkapan
dalam laporan keuangan yang umuimnya merupakan persentase
dari materialitas pelaporan. Materialitas pengujian digunakan
untuk menentukan sejauh mana pengujian pengendalian untuk
setiap akun signifikan, unsur-unsur, atau pengungkapan yang
umumnya merupakan persentase dari materialitas perencanaan.
Penentuan materialitas perencanaan, pengujian, damn pelaporan
penilaian PIPK harus berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan
kualitatif. Pertimbangan kuantitafif harus didasarkan pada setiap
laporann  keuangan yang dilakukan penilaian. Sedangkan
pertimbangan kualitatif’ berupa mempertimbangkan akun atau
unsur-unsur dalam laporan keuangan yang diperhatikan oleh
pemangku kepentingan.

Nilai materialitas yang diperoleh merupakan besarnya kesalahan
yang mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan,
Penetapan nilai materialitas secara kuantitatif meliputi tahapan

sebagai berikut:
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1) Penentuan Dasar (Basis) Penetapan Materialitas
Dalam memutuskan nilai yang akan dijadikan dasar, Tim
Penilai sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal, antara
lain;
a) karakteristik (sifat, besar dan tugas pokok) dan lingkungan
entitas yang diperiksa;
b) area dalam laporan keuangan yang akan lebih diperhatikan
oleh pengguna laperan keuangan; dan
c) kestabilan atau keandalan nilai yang akan dijadikan dasar.
Dasar penetapan materialitas vang dapat digunakan oleh Tim
Penilai adalah sebagai berikut:
a) Total pendapatan, untuk entitas yang fungsinya sebagai
pusat penerimaan (revenile center);
b) Total belanja, untuk entitas yang fungsinyva sebagai pusat
belanja (cost center); dan
¢) Nilai aset bersih atau ekuitas, untuk entitas yang berbasis
aset.
2) Penentuan Tingkat (Rate] Materialitas
Contoh tingkat materialitas adalah sebagai berikut:
a) Untuk entitas revenue center. sebesar 0,5% sampai dengan
5% dari total penerimaan (0,5% < M < 5%);
b) Urntuk entitas cost center ; sebesar 0,5% sampai  dengan
5% dari total belanja (0,5% < M < 5%); dan
Untuk entitas yang herbasis aset: sebesar 0,5% sampai 1%

dari total aset (0,5% < M < 1%).

2

Penentuan Preoses Bisnis Utama (Key Business Processes) yang
Mendukung Akun Signifikan

Proses bisnis adalah dasar penilaian pengendalian intern dan
mendukung salde yang material di laporan keuangan. Proses
bistis merupakan serangkaian peristiwa, yang terdiri dari metode
dan pencatatan yang digunakan untuk mengidentifikasi,
mengelompokkan, menganalisis, dan mencatat transaksi-transaksi
sepert penerimaan dan pengeluaran kas, penerimaan piutang dan
PNBP, pembelian barang persediaan, dan lain-lain. Ketika

menentukan proses bisnis utama, manajemen harus mereviu
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laporan keuangan dan pengungkapan lainya baik melalui bagan
alur (flowchart) proses maupun dokumen lain yang tersedia.
Sementara itu, terdapat pula proses atau aplikasi yang digunakan
untuk mencatat transaksi untuk menielihara akuntabilitas aset
dan kewajiban. Proses tersebut biasanva berupa metode untuk
melaporkan dan menunjukkan akuntabilitas seperti proses
akuntansi piutang, persediaan, aset tetap, dan lain-lain.
Manajemen lharus memiliki pemahaman yang baik atas kedua
jenis proses yang bermuara pada pelaporan keuangan tersebut di
atas.
Asersi Pelaporan Kenangan
Manajemen harus mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang
relevan pada akun signifikan. Asersi manajemen merupakan
periyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang
terkait dengannya dalam laporan keuangan. Asersi manajemen
secara langsung terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
berlakn nmum. Asersi-asersi ini merupakan bagian dari kriteria
yang digunakan oleh manajemen untuk mencatat serta
mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan,
Terdapat beberapa macam asersi; yaito:
1) Keberadaan atau keterjadian (existence or occurrence)
Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan
dengan apakali aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum
dalam neraca memang benar-benar ada pada tanggal neraca.
Berbagai asersi tenfang keferjadian berkaitan dengan apakah
berbagai transaksi yang tercatat dalam suatu Ilaporan
keuangan memang benar-benar terjadi selama periode
akuntansi tersebutf. Sebagai contoh, manajemen membuat
asersi bahwa persediaan alat tulis kanter yang tercantum
dalam neraca adalah tersedia untuk digunakan. Begitu pula,
manajemen membuat asersi bahwa penerimaan PNBP dalam
laporan operasional menunjukkan bahwa telah terjadi
pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aset bentuk lain

(misalnya piutang) dengan pihak lain.
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Kelengkapan (completeness)

Asersi manajemen ini menyatakan bahwa selurul transaksi
dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan
telah disajikan seluruhnya. Sebagai contoh, manajemen
membuat asersi bahwa seluruh penerimaan PNBP telah dicatat
dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula,
manajemen membiiat asersi bahwa piutang pajak di neraca
telah mencakup semua pintang pajak yang dimiliki olel entitas
tersebut.

Asersi kelengkapan Dberhubungan dengan Dberbagai niasalah
yang berlawanan dengan berbagal masalah yang terkait dengan
asersi keberadaan atau keterjadian. Asersi kelengkapan
berkaitan dengan kemungkinan adanya sejumlah item yang
seharusnya tersaji, hilang sehingga tidak tercatat dalam
laporan keuangan. Sementara -asersi keberadaan atau
keterjadian berkaitan dengan pencatatan sejumlah nilai yang
seharusnya tidak tersaji dalam laporan keuangan. Berbagai
pelanggaran atas asersi keterjadian ini banyak berhubungan
dengan pencatatan nilai akun yvang terlalu tinggi, sementara
pelanggaran atas asersi kelengkapan banyak berhubungan
dengan pencatatan nilai akun yang terlalu rendah. Sebagai
contoli, pencatatan sebuah transaksi penerimaan PNBP yang
fiktif merupakan suatu pelanggaran atas asersi keterjadian
sedangkan kegagalan mencatat suatu transaksi penerimaan
PNBP merupakan pelanggaran atas asersi kelengkapan,

Hak dan kewajiban (right and obligation)

Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah
pada tanggal fertentu, aset yang tercantum dalam laporan
keuangan merupakan hak entitas dan utang merupakan
kewajiban entitas. Sebagai contoh manajemen membuat asersi
bahwa jumlahi penerimaan PNBP telah mencerminkan nilai
perolechan hak entitas atas pemberian jasa kepada pihak lain
dan jumlah utang jangka panjang pemerintah mencerminkan

suatu kewajiban pemerintah kepada pihak lain.
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4) Penilaian atau alokasi (valuation or allocation)

Asersi tentang penilaian ataun alokasi berlubungan dengan
apakah nilai-nilai yang tersaji pada akun aset, kewajiban,
pendapatan dan beban dalam laporan keuangan merupakan
nilai yang tepat. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi
bahwa aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya dan
perolehian semacam itu secara sisteniatis dialokasikan ke
dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian
pula manajemen membuat asersi bahwa piutang PNBP yang
tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang
dapat direalisasikan.

5) Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure)
Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan
dengan apakah berbagai komponen dalam laporan keuangan
telah  digabungkan atau dipisahkan, diuraikan, dan
diungkapkan dengan tepat. Misalnya, manajemen menibuat
asersi Dbahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan
sebagai utang jangka panjang di neraca merupakan utang yang
jatuh temponya lebih dari satu tahun.

Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses intern dari manajemen untuk

mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risika untuk

mencapal tujuan keandalan pelaporan keuangan. Manajemen
harus menyiapkan ikhtisar risiko atas salah saji akun tertentu
yang akan digunakan untuk —merencanakan — pénilaian
pengendalian internnya. Ikhtisar risiko tersebut setidaknya
memuat daftar akun signifikan, saldonya, asersi laporan
keuangannya dan risiko yang mungkin ferjadi. Manajemen harus
menilai pengendalian atau risiko dari setiap asersi,
mendokumentasikan penilaian risiko, dan menyiapkan rencana

pengujian.

. Dokumentasi

Pendokumentasian atau pemutakhiran proses utama dan
pengendalian intern atas proses pelaporan keuangan harus

disiapkan, termasuk proses yvang menggunakan  TIK.
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Pendokumentasian proses utama dan  pengendaliannya
mermpakan awal proses pengambilan keputnsan untuk
menentukan preses penilaian selanjutaya.
1) Dokumentasi Rencana dan Metodologi

Tim Penilai harus mendukomentasikan metodologi penilaian,

termasuk:

a) Penetapan kewenangan Tim Penilai dan anggotanya,

b) Metode komunikasi dengan manajemen dan pegawai selama
penilaian; dan

c) Komponen penting dari metodologi penilaian,

2) Dokumentasi Hasil Penilaian

Tim Penilai harus memiliki dokumentasi untuk mendukung

hasil penilaian yang dilakukan. Tim Penilai harus secara jelas

mengomunikasikan kepada seluruli pegawai prosedur yang
dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang diamlbil
berkenaan dengan PIPK.

Dokumentasi tersebut setidaknya memnuat:

a) Informasi  tentang bagaimana transaksi signifikan
diidentifikasi, dicatat, diproses dan dilaporkan.

b) Informasi yang memadai tentang risike salah saji dan
kecurangan yang mungkin timbul dari proses/transaksi.

c) Pengendalian yang dirancang untuk mencegali dan
mendeteksi kecurangan termasuk siapa yang melaksanakan
pengendalian tersebut.

d) Pengendalian proses pelaporan keuangan pada akhir
periode.

e) Pengendalian atas pengamanan aset.

f) Hasil penilaian PIPK.

Dokumentasi sebagaimana huruf a s.d e di atas diperoleh

dengan melaksanakan langkah-langkah pembuatan Maitriks

Risiko-Perigendalian sebagaimana akan dijelaskan pada huruf

1. Sedangkan dokumentasi sebagaimana huruf f di atas

meliputi tabel 4 s.d. 9, Format I dan I1, laporan hasil penilaian

PIPK, serta dokumen/Kkertas kerja lainnya.
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Pembuatan Mairiks Risike-Pengendalian

Pembuatan Matriks Risiko-Pengendalian harus dilakukan sebelum
pelaksanaan penilaian pengendalian inten tingkat proses/
transaksi. Pembuatan Maltriks Risiko-Pengendalian dilaksanakan
dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu:

1) penentuan akun signifikan,

2) mengidentifikasi proses utama pelaporan kenangarn,

3) mengidentifikasi risiko;

4) mengidentifikasi pengendalian utama;

Ut

) mendokumentasikan proses utama dan pengendalian utama
yang berkaitan;

6) memahami infrastruktur TIK dan risiko-risikonya; dan

7) penyusunan tabel Matriks Risiko-Pengendalian (Risk-Control
Matrix).

Penjelasan lebih rinci dari sefiap langkah dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Penentuan akun signifikan.

Langkah awal identifikasi proses utama pelaporan keuangan

adalah mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan

keuangan. Akun atau kelompok akun merupakan akumn

signifikan apabila memiliki kemungkinan salah saji yang

material, atau menurut pertimbangan manajemen perlu

dievaluasi karena alasan tertentu.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan

apakah suatu akun merupakan akun signifikan antara lain:

a) Ukuran dan komposisi akun termasuk Kkerentanannya
terhadap kecurangan.

b) Jumlah dan nilai serta kompleksitas dan keseragaman

proses transaksi atas akun tersebut.

&

Sejauh  mana subjektivitas dan pertimbangan dalam
menentukan salde akun tersebut.
d) ‘Sifat akun tersebut (misalnya akun suspen pada umuninya

memperoleh perhatian yang lebih besar).
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¢) Kompleksitas perlakuan akuntansi dan pelaporan yang
berkenaan dengan akun tersebut.

Mengidentifikasi transaksi/proses utama pelaporan keuangan

Setelah. menentukan akun yang signifikan, Tim Penilai

selanjutinya

aktivitas

mengidentifikasi transaksi/proses utama dan

akuntansi yang mempengaruhi akun tersebut.
Aktivitas akuntansi termasuk aktivitas nienibuat dan mencatat
estimasi akuntansi atan untuk menyelesaikan pelaporan
keuangan pada akhir periode akuntansi.

Hal penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan proses
utama adalah tingkat ketergantungannya pada TIK. Tim Penilai
pada umumnya harus mendokumentasikan sistem TIK yang
digunakan untuk memproses transaksi utama. Dalam kondisi
ketidakcukupan vang memahami TIK,
keterlibatan konsultan dapat dipertimbangkan.

Hasil identifikasi tersebut dituangkan dalam contoh tabel
sebagai berikut:

Tabel 1. [dentifikasi Proses Utama Pelaporan Keuangan

sumber dava

Akt / Transaksi / Proses AkuntarsilUfama
Kelompok Penerimaan | Pembelian | Pengeluaran | Penggajian
Akun Kas Kas
Kas X X X
Persedisan X X
Penerimaan X

3) Mengidentifikasi risiko.
Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko atau
“apa yang bisa salah”™ pada proses/transaksi. Dengan
mengidentifikasi risiko, Tim Penilai akan dapat memusatkar
perhatian pada pengendalian yang relevan dan efektif dalam
mencegah dan mendeteksi kesalahan penyajian atau
kecurangan.
Tim Penilai harus menentukan risiko pelaporan keuangan
yang akan dievaluasi dan pengaruhnya terhadap kewajaran

laporan keuangan. Dalam mengidentifikasi jenis kesalahan
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yang dapat terjadi, Tim Penilai harus mempertimbangkan
asersi laporan keuangan atas akun signifikan.
Untuk setiap proses wutama, Tim Penilai harus
mengidentifikasi titik-titik dalam aliran proses/ transaksi saat
data diinisiasi, dikirimkan, atau diubah yang memungkinkan
terjadinya kesalahan. Pada titik-titik tersebut, pengendalian
dibutuhkan untuk menjamin tercapainya asersi datas laporan
kenangan vang wajar.

Identifikasi apa yang bisa salah akan membantu Tim Penilai

menemukan titik-titik dalam aliran transaksi yang mungkin

terjadi kesalahan mencapai tojuan pelaporan keuangan dan
mengidentifikasikan pengendalian yang sesuai.

Contohnya risiko pada pengeluaran kas antara lain

pengeluaran kas dan transfer tidak dicatat pada periode yang

tepat, pengeluaran kas tidak diberi kode untuk menjamin
kelengkapan, dua kali posting pengeluaran kas ke Buku

Besar (Ledger), pengeluaran kas vang tidak riil, dan jumlah

yang dikeluarkan tidak sama dengan yang seharusnya

dibayar.

Mengidentifikasi pengendalian utama.

Pengendalian utama mengacu pada akun yang signifikan

atan risiko yang signifikan. Pengendalian utama pada

umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) kegagalan pengendalian tersebut akan mempengaruhi
tujuan kegiatan dan tidak dapat dideteksi secara tepat
waktu oleh pengendalian-pengendalian yang lain;
dan/atau

b) pelaksanaan pengendalian tersebut akan mencegah atau
mendeteksi kegagalan sebelum kegagalan tersebut
memiliki pengaruh material terhadap tujuan kegiatan.

Pada proses ini, Tim Penilai mengidentifikasi pengendalian

yang memberikan keyvakinan memadai babwa kesalahan

terkait asersi laporan keuangan dapat dicegah atau

kesalahan selama proses transaksi dapat dideteksi dan
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diperbaiki. Proses transaksi tersebut meliputi inisiasi,
pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi.

Pada wmummnya, pengendalian dibagi menjadi dua yaitu
pengendalian preventif (preventive control) dan pengendalian
detektil (detective control). Pengendalian preventif adalah
prosedur yang dirancang untuk mencegah kesalahan atan
kecurangan. Pengendalian preventif ini biasa diterapkan
pada satu transaksi. Pengendalian detektif adalah kebijakan
dan prosedur yang dirancang untuk memantau pencapaian
tujuan proses tertentu termasuk mengidentifikasi kesalahan
atan kecurangan. Pengendalian detektif dapat diterapkan
pada sekelompok transaksi.

Pengendalian utama dapat diidentifikasi dari rancangan
pengendalian yang ada. Rancangan pengendalian tersebut
dapat berupa SOP, Peraturan, Pedoman, atau kebijakan
lainnya. Hasil identifikasi risiko (langkah nonmior 3) dan
pengendaliannya (langkah nomor 4) dituangkan dalam tabel
berikut:

Tabel 2. Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya
[Nama Akun Signifikan]

n Piases Pengenidalian yang ada
a ansaks tsiker (ser Hilcasi ? X
Ifm :ms 1 1?@2 Asersy - s Aplileasi ‘Pelaks“g!n‘ﬂ .Dul‘m,mcn Urama
pendulung | Pengendalian | Pendulung | Y/T
(1) (2) (8) (4) () (6) (7) (8) (9) (1a)
Keterangan:
(1) diisi nemor it
2) diisi proges/transaksi utama yang telah teridentifikasi dalam langksli 2,
(3 diisi risika utama pada proses atsu transaksi.
(4) diisi uraian asersi yang terkait.
(5) diisi nemer pengendalian.
(&) diisi uraian pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi risiko,
(7) diisi nama aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses/transaks
utama (jika ada) '
(8) diisi jabatan pelaksana pengendalian,
9) diisi nama dokumen pendukung yang terkait dengan pelaksanaan
pengendalian (jika ada).
(10): ditsi ¥ jika merupakan pengendalian utama dan N jika bukan

pengendalian utama .

5) Mendokumentasikan proses utama dan pengendalian utama

vang berkaitan.
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Tim Penilai harus mendokumentasikan proses utama
pelaporan  Keuangan dan  pengendalian  utamanya.
Dokumentasi tersebut dapat berupa bagan alur, kuesioner,
kebijakan atan pedoman akuntansi, dsh.

Unfuk penilaian pengendalian intern yang pertama kali, Tim
Penilai harus memanfaatkan dekumen yang tersedia dalam
organisasi. Meskipun demikian, dokumen -dalam bentuk
bagan alur disarankan untuk digunakan Kkarena lebih
memudahkan dan mempercepat pemahaman.

Berikut contoh bagan alur yang dapat dibuat;
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S0P Referance!

Dengan semakin berkembangnya TIK, perannya pun semakin
meningkat dalam pengembangan PIPK. Tim Penilai harus
menilai pengendalian intern berbasis TIK. Meskipun
penilaian  pengendalian  interm  yang  berbasis TIK
membutuhkan keahlian klhiusus, penilaian pengendalian
intern ini harus dilakukan bersamaan dengan penilaian atas
pengendalian intern yang dilakukan secara manual.

Tim Penilai harus memahami proses pelaporan keuangan
dan sejauh mana proses ini dipengaruhi oleh TIK. Aplikasi-
aplikasi ntama harus diperhatikan dalam menilai PIPK.
Setelah memahami operasi penyiapan laperan keuangan,
Tim Penilai harus menilai risiko inheren dan risiko
pengendalian berkaitan dengan sistem informasi.
Penyusunan tabel Matriks: Risiko-Pengendalian.

Data yang diperoleh dari tabel 2 di atas dituangkan dalam
Tahel Matriks Risiko-Pengendalian yang dilengkapi dengan
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langkah uji efektivitas implementasi pengendalian sebagai
berikut:
Tabel 3. Matriks Risiko-Pengendalian

N Risiko Pengendalian Jeriis Arzibut LE".J gki ?Vl:t;?
[MtanTa [TtanTs Pengendalian Pengendalian [ barriEts;
(1) (2) (3 (4 () 6
Keterangan:

(1) @ dilsi nemor urut.

(2) ¢ diisi risike atau “apa yang bisa salah” pada proses/transaksi.

(8) : diisi denigan perangkat pengendalian utams untuk merigatasi risiko terkait,
(4) . diusi dengan jenis perangkat pernigendalian untuk mengatasi risiko terkait

(detektit, preventif, aplikasi, dll),

() ' diisi atribut pengendalian yang akan diuji,
(6) » dilsi dengan langkahj/prosedur pengujlan terhadap efektivitas

implementasi pengendalian,

3. Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

a. Tujuan

Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas dilakukan

terhadap pengendalian-pengendalian yang memplnyai

pengaruh luas/menyebar ke seluruh kegiatan/proses pelaporan
keuangan dalam suatu organisasi. Tujuan penilaian dimaksud
adalah untuk menentukan efektivitas Pengendalian Intern

Tingkat Entitas dalam menciptakan lingkungan yang

mendukung  efektivitas Pengendalian Intern Tingkat

Froses/Transaksi.

Pelaksana dan Lingkup

Pelaksana penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas beserta

lingkup objek yang dinilai adalah sebagai berikut:

1) Tim Penilal tingkat UAKPA/UAKPA BUN/UBL/UAKBUN-
Daerah menilai Pengendalian Intern Tingkat Entitas unit
kerja UAKPA/UAKFA BUN/UBL/UAKBUN-Daérah.

2) Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-
Kanwil menilai Pengendalian Intern Tingkat Entfitas unit
kerja UAFPA-W /UAKKPA BUN /UAKKBUN-Kanwil,

3) Tim Penilai tingkat UAPPA-E1/UAPPA-E1 BUN/UAPPA
BUN/UAKPBUN/UAPBUN/UAKBUN menilai Pengendalian
Intern Tingkat Entitas unit kerja UAPPA-E1/UAPPA-E1
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BUN/UAPPA BUN/UAKPBUN/UAPBUN/UAKBUN.

4) Tim Penilai tingkat UAPA/UABUN mengompilasi hasil
penilaian pengendalian intern Tim Penilai di bawahnya dan
menyimpulkan tingkat keandalan efektivitas Pengendalian
Intern Tingkat Entitas K/L secara keseluruhan.

5) Tim Penilai tingkat UAPP mengompilasi hasil penilaian
pengendalian intern Tim Penilai UAPA dan UABUN dan
menyimpulkan tingkat keandalan -efektivitas Pengendalian
Intern Tingkat Entitas Pemerintah Pusat secara keseluruhan:

. Waktu dan Proses

Penilaian Pengendalian TIntern Tingkat Entitas dilakukan

setidaknya sekali dalam dua tahun atau apabila terdapat

kondisi-kondisi yang dapat menipengartithi Pengendalian Intern

Tingkat Entitas, seperti perubahan kepemimpinan, perubahan

proses Dbisnis yang strategis, perubahan struktur organisasi.

Langkah-langkah penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

adalah sebagai berikut:

1) Menyusun program kerja.

Program kerja harus meéndefinisikan dengan jelas mengenai
tajuan, ruang lingkup, teknik evaluasi, waktu pelaksanaan,
dokumen/laporan yang dibutuhkan, SDM yang terlibat, serta
cara penarikan simpulan.

2) Melaksanakan evaluasi.

Evalnasi dilakukan terhadap setiap faktor dari kelima unsur
pengendalian intern dengan menggunakan salah satu atau
kombinasi dari beberapa teknik sebagai berikut:
4a) Reviu Dokumen
Reviu dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan unsur-
unsur pengendalian intern.
b) Wawancara
Wawancara dilakukan melalui diskusi dengan pegawai
yvang bertanggung jawab ‘terhadap rancangan atau
implementasi pengendalian dalam rangka mengumpulkan

bukti mengenai efektivitas pengendalian tingkat entitas.
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Wawancara dapat menjadi sarana mengunpulkan
informasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan
target yang diharapkan.
¢) Survei
Survei dilakukan -dengan mengajukan serangkaian
pertanyaan tertulis untuk mendapatkan tanggapan dari
pegawai/pejabat mengenai hal-hal terkait lima unsur
pengendaian intern di dalam suatu nnit kerja. Untuk
menjaga keandalan dan validitas hasil survei, perlu
diperhatikan beberapa hal yaitu:
(1) uji coba dan perbaikan pertanyaai survei berdasarkan
hasil uji coba;
(2) banyaknya responden akan mempengaruhi keandalan
hasil survei;
(3) sampel yang distratifikasi akan menghasilkan hasil
yang lebili bagus;
(4) perlu pertimbangan matang ketika ingin mengelnarkan
suatu grup sampel dari populasi.
d) Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati secara cermat
pegawai, kondisi lingkungan, dan pelaksanaan kegiatan di
suatu unit kerja terkait dengan lima unsur pengendalian
intern.
Penggunaan teknik tersebut di atas bersifat saling
melengkapl sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tim
Penilai dapat menggunakan salah satu atau kembinasi
beberapa teknik sesuai dengan tingkat keyakinan yang
dihasilkan dari penerapan teknik tersebut.
Hasil pelaksanaan penilaian Pengendalian Intern Tingkat
Entitas ditnangkan dalam Format 1.
Setelah melaksanakan penilaian terhadap Pengendalian
Intern Tingkat Entitas, Tim Penilai melakukan penilaian
terhadap pengendalian umum TIK. Untuk meningkatkan
akurasi penilaian pengendalian umum TIK, Tim Pernilai dapat
melibatkan pejabat/pegawai di bagian TIK. Contolr hasil
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pelaksanaan penilaian pengendalian unmium TIK dituangkan
dalam Format II.

Hasil penilaian terhadap pengendalian wmum TIK tidak
mempengaruhi jumlah sampel dalam langkah penilaian
selanjutiya, vaitu penilaian intern tingkat proses/transaksi.
Temuan-temuan  yang dipereleh dalam penilaian
pengendalian umum TIK akan dipertimbangkan dalam
penyvusunan simpulan penilaian efektivitas pengendalian
intern secara keseluruhan.

Menarik simpulan.

Dari lhasil penilaian akan diperoleh simpulan mengenai
keandalan Pengendalian Intern Tingkat Entitas, temuan, dan
rekomendasi untuk perbaikan. Sinmipulan diperoleh dari
persentase skor terhadap jumlah faktor yang dinilai dan
dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut:

a) Rendah, yaitu apabila nilai akhir <34%;

b) Sedang, yaitu apabila nilai akhir 34% s.d. 63%; atau

¢) Tinggi, yaitu apabila nilai akhir >63%.

Simpulan hasil penilaian tersebut digunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk kelanjutan dalam melakukan penilaian
Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Temuan
penilaian  Pengendalian  Intern  Tingkat Entitas akan
dipertimbangkan dalam penyusunan simpulan penilaian
efektivitas pengendalian intern seecara keseluruhan. Temuan
fersebut menguraikan kondisi pelanggaran dan/atau
penyimpangan terhadap penerapan pengendalian intern,
akibat, dan penyebabnya. Rekomendasi menguraikan saran-
saran perbaikan dan rencana aksi yvang diperlukan.

Bagi K/L yang telah memiliki unit kepatuhan internal dengan
nama dan bentuk apapun sebagai lini pertahanan kedua,
dapat mengguniakan hasil penilaian Pengendalian Intern
Tingkat Entitas yvang telah dilaksanakan unit dimaksud.
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4. Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi
Setelah selurul risike terkait proses utama dan pengendaliannya
diidentifikasi, didokumentasikan; serta langkah pengujiannya
disusun pada tahap perencanaan, langkah berikutnya adalah
melaksanakan penilaian Pengendalian Intern Tingkat
Proses/Transaksi.
a. Tujuan

Penilaian  Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi

bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa

pengendalian telah dilaksanakan secara efektif untuk mencegah
dan mendeteksi “apa yang bisa salah” atau tidak tercapainya
tujuan keandalan pelaporan kenangan.

b. Felaksana dan Lingkup

Pelaksana penilaian Pengendalian Intern Tingkat

Proses/Transaksi beserta lingkup objek yang dinilai adalah

sebagai berikut:

1) Tim Penilai tingkat UAKPA/UAKPA BUN/UBL/UAKBUN-
Daerah menilai Pengendalian Intern Tingkat
Proses/Transaksi unit kerja UAKPA/ UAKPA BUN/ UBL/
UAKBUN-Daeral.

2) Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-
Kanwil menilai Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi
unit kerja UAPPA-W /UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil.

3) Tim Penilai tingkat UAPPA-E1/UAPPA-E1 BUN/UAPPA
BUN/UAKPBUN/UAPBUN/UAKBUN menilal Pengendalian
Intern  Tingkat Proses/Transaksi wunit kerja UAPPA-
E1/UAPPA-E1 BUN/UAPPA BUN/ UAKPBUN/ UAPBUN/
UAKBUN.

4) Tim Penilai tingkat UAPA/UABUN mengompilasi hasil
penilaian pengendalian intern Tim Penilai di bawahnya dan
menyimpulkan tingkat keandalan Pengendalian Intern
Tingkat Preses/Transaksi K/L secara keseluruhan.

8) Tim Penilai tingkat UAPP mengompilasi hasil penilaian
pengendalian intern Tim Penilai UAPA dan UABUN dan

menyimpulkan tingkat keandalan Pengendalian Intern
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Tingkat  Proses/Transaksi Pemerintali Pusat secara
kesehiruhan.
c. Proses

FProses penilaian Fengendalian Intern Tingkat Froses/Transaksi

dilaksannakan melalui dua tahap yaitu penilaian efektivitas

rancangan pengendalian dan penilaian efektivitas implementasi

pengendalian. Penjelasan setiap tahapan dapat diuraikan

sebagai berikut:

1) Penilaian Efektivitas Rancangan Pengendalian
Menilai efektivitas rancangan pengendalian dapat dilakukan
dengan pendekatan asersi manajemen atas laporan
keuangan. Pendekatan ini berguna untuk menilai efektivitas
rarcangan pengendalian pada tingkat transaksi. Hasil dari
RCM pada tahap perencanaan dapat dimanfaatkan untuk
menilai apakah pengendalian yang dirancang sudah efektif.
Apabila pengendalian yang ada dianggap telah cukup dan
tepat untuk menjamin asersi yang terkait maka
kesimpulannya adalah rancangan telah memadai. Apabila
pengendalian yang ada tidak tepat maka kesimpulan
rancangan tidak memadai sehingga perlu diuraikan temuan
dan rekomendasinya. Temuan ini akan dipertimbangkan
dalam penyusunan kesimpulan efektivitas pengendalian
intern secara keseluruhan.
Prosedur uji efektivitas rancangan pengendalian meliputi:
wawancara personel terkait, observasi operasional satker,
serta inspeksi dokumen yang relevan. Walkthrough juga
dapat dilakukan dalam melakukan uji rancangan
pengendalian ini.
Untuk  melakukan  penilaiann  efektivitas  rancangan

pengendalian dapat menggunakan tabel sebagai berikut;
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Tabel 4. Penilaian Efektivitas Rancangan Pengendalian
[Nama Akun Signifikan|

Na. Wiaign S Tujuan/Asersi
Pengendalian | Pengendalian | USM2 . : = ;
HE i eAgencalian Complete | Existence | Valuation | Rights | Disclosure
(1) (2) (3) 4 (5) 16) (7 (8)
cukuap/ Cukup/ Cukup/ Cukup/ Cukup/
Kesimpulan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
P Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Catatar/ Temuan:

Keterangan:

(w
@)
(3)

¢ diisi nomoi pengendalian

sdiisl uraian pengendalian,

s diisi'Y untuk pengendalian utama dan T untuk yang bukan
pengendalian utama,

(4) s.d. (8) v diisi x jika merupakan tujonan/asersi pel‘lgt:nda.lian.

Cara pengisian Tabel 4:

Tentukan asersi apa saja yang terkait dengan masing-masing
pengendalian. Selanjutnya, lakukan reviu terhadap kolom
asersi. Apabila fterdapat beberapa pengendalian yang
ditujukan untuk sebuah asersi tertentu, menunjukkan
adanya  kemungkinan  terdapat pengendalian  yang
berlebihan. Sata atan beberapa pengendalian yang
mempunyai dampak lebih signifikan dari pada yang lain
dapat dikategorikan sebagai pengendalian utama yang harus
ada. Langkah-langkalr pengujian yang dilakukan harus
berfokus pada pengendalian-pengendalian utama tersebut.
Sebaliknya, jika terdapat asersi yang sama sekali belum
dicakup oleh seluruh pengendalian yang ada, hal ini
mengindikasikan adanya defisiensi rancangan pengendalian.
Namun perlu dipertimbangkan asersi apa saja yang terkait
dengan setiap akun signifikan yang dinilai Ada
kemungkinan suatu akun hanya terkait dengan 2 atau 3
asersi saja.

Untuk entitas pelaperan yang memiliki wunit vertikal,
pelaksanaan penilaian kecukupan rancangan disesuaikan

dengan pihak vang menetapkan rancangan PIPK., Dalam hal
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rancangan PIPK ditetapkan olel suatu entitas pelaporan dan

berlaku untuk entitas akuntansi dan -entitas pelaporan

dibawahnya maka penilaian cukup dilakukan pada entitas
yang menetapkan rancangarn tersebut.,

Pengunjian Kesesuaian Implementasi Pengendalian dengan

Rancangan

Pengujian  ini bertujuan untuk menilai bahwa suatu

pengendalian telah dijalankan dengan cara, olell orang, dan

pada waktu tepat sesuai dengan rancangan pengendalian.

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan

beberapa teknik CSA sebagai berikut:

a) Wawancara dan/atau Facilitated Team Meeting (FTM).
Wawancara dengan pemilik dan pelaksana pengendalian
dapat memberikan buokti yang memadai mengenai
efektivitas pengendalian tingkat aktivitas. Wawancara
niempunyai dua tujuan, yaitu mengonfirmasi pemahaman
mengenai rancangan pengendalian (apa yang seharusnya);
dan mengidentifikasi temuan antara praktik yang ada
(apa yang terjadi) dengan prosedur yang seharusnya.

Di samping untuk mendapatkan informasi mengenai
pelaksanaan pengendalian, wawancara juga bertujuan
untuk meyakinkan bahwa pegawai yang diwawancarai
telaly memiliki kualifikasi dalam melaksanakan prosedur
yvang ditetapkan. Pegawai dikatakan memiliki kualifikasi
apabila memiliki keahlian dan pelatihan yang relevan, dan
tidak menjalankan fungsi-fungsi yang seharusnya
terpisah.

Sebagai alternatif dari wawamncara, Tim Penilai dapat
mengundang  beberapa pemilik dan pelaksana
pengendalian  untuk menyelenggarakan FTM untuk
menilai pengendalian intern. FTM mempunyai tujuan
yang sama dengan wawancara, tetapi ada beberapa
keuntungan apabila menggunakan FTM, yaitu antara lain:
(1) mendapat gambaran atas seluruh proses (end-fo-end)

apabila pemilik/pelaksana pengendalian dari seiuruh
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tahapan kegiatan hadir; dan
(2) pertemnan antara pemilik/pelaksana pengendalian
dari berbagai wunit pelaksana tahapan-tahapan
kegiatan dapat meningkatkan komunikasi dan
pemahaman mengenai prosedur kegiatan,
pengendalian yang terkait, dan tanggung jawabmnya
dalam pencapaian tujuan kegiatan.
FTM juga dapat digunakan untuok memperoleh informasi
mengenai kecukupan rancangan pengendalian intern dan
efektivitas pengendalian intern secara keselurthan.
Inspeksi/Observasi.
Tim Penilai dapat melakukan inspeksi/observasi terutama
atas pelaksanaan pengendalian yang sifatnya berkala,
seperti perhitungan fisik persediaan dan rekounsiliasi
realisasi belanja; Tim Penilai melihat secara cermat
pelaksanaan suatui  kegiatan secara langsung dan
menyelurul  (end-fo-end). Hal ini dilakokan wuntuk
meyakini bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai
dengan rancangannya. Apabila terdapat perbedaan antara
rancangan dengan pelaksanaan pengendalian, Tim Penilai
diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab perbedaan
dan menilai dampaknya. Dalam melaksanakan inspeksi/
observasi, Tim Penilai harus berhati-hati terhadap adanya
kemungkinan bahwa pegawai akan bekerja lebih baik
apabila mereka mengetahui bhahwa mereka sedang
diobservasi.
Pelaksanaan ulang suatu pengendalian (reperformance).
Apabila langkali pengujian yang felah dilakukan dirasa
belum dapat memberikan keyakinan yang memadal
bahwa suatu pengendalian telah dijalankan sesuai
rancanganinya, maka dapat dilakukan reperformance atas
pengendalian tersebut. Sebagai contoh;, Tim Penilai
melaksanakan ulang reviu atas kertas kerja umntuk
memastikan bahwa semua aspek vang seharusnya direvia

sudah direviu dan memastikan kebenaran angka-angka
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dan perhitungan dalam kertas kerja.
Jenis pengendalian yang dapat dilakukan reperformance
cukup beragam, misalnya: reviu atasan langsung,
pengecekan  kelengkapan dokumen, verifikasi angka,
pembandingan suatu data dengan data lainnya, dan
rekonsiliasi. 'Oleh karena itu, Tim Penilai harus
nienctapkan terlebih  dahulu tujuan dilakukannya
reperformance, misalnya:

(1) memastikan bahwa pengendalian telah dilaksanakan
atas semua aspek yang seharusnya dicakup;

(2) memastikan kebenaran angka-angka atau perhitangan
yvang disajikan dalam suatu dokumen yang merupakan
output suatu pengendalian; dan

(3) memastikan bahwa pengendalian berupa verifikasi
kelengkapan dokumen telah didukung dengan bukti
yvang memadai ([dokumen yang dinyatakan ada dalam
checilist verifikasi kelengkapan dokumen memang
benar-benar ada).

Dalam praktiknya, tidak seluruh prosedur pengendalian
selalu memerlukan pengujian. Apabila salah satu bentuk
asersi manajemen didukung oleh lebih dari satu bentuk
pengendalian, maka pengujian hanya perlu dilakukan atas
pengendalian utama yang digunakan olehh manajemen
sebagai dasar asersi tersebut: Dalam menentukan prosedur
pengendalian yang akan diaji, petla mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut:

a) apakah pengendalian tersebut dianggap cukup memadai
untuk mendukung asersi laporan keuangan yvang terkait;
dan

b) apakah pengendalian tersebut dapat diuji secara lebih
efektif dan efisien daripada pengendalian vang lain.
Sebagai contoly, apabila satu pengendalian mampu
mendukung, beberapa asersi sekaligus, maka

pengendalian tersebut lebih diprioritaskan untuk diuji.
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Hasil pengujian kesestaian implementasi pengendalian
dengan rancangan dapat didokumentasikan -dengan
menggunakan tabel 5.

Tabel 5. Pengujian Kesestiaian Implementasi Pengendalian

dengan Rancangan
[Nama Akun Signifikan]|
Pengendalian e Dl:ﬁk n;xa.cr . e
N |l f}’t' " | Dijalankan? | sudab = Vang -
' tepat? tepat? Deskripsi | Penyebalh Dampak
(1) (2) 3 (4) (5) (5] (7) (8)
Keterangar:
(1) »diisi nomaer urut.
2 diisi nama, pengendalian utama.
(3), - diisi liasil penilaian tentang apakah pengendalian telal: dijalankan.
4 sdiisi hasil penilaian tentang apakali cara pelaksanaan pengendalian
telah tepat.
(3) : ditsi hasil penilaian tentang apakali pengendalian telal dilaksanakan
oleh orang/ pejabat/ pegawai yang tepat.
(6) diisi deskripsi temuan
(7) “diisi peniyebab terjadiniya temian.
(8) “ditsi dampak temivan terhadap pelaporan keuangan,

3) Pengujian Atribut Pengendalian

Atribut pengendalian dibagi menjadi dua, yaitu atribut
pengendalian berupa kriteria dan berupa aktivitas. Atribut
pengendalian berupa Kriteria merupakan jenis pengendalian
yang menggunakan sistem atau kriteria khusus dalam
rangka menghasilkan output tertentu. Pengujian untuk jenis
pengendalian ini dilakukan dengan melihat apakah kriteria
yang ditetapkan telalh berjalan sebagaimana mestinya.
Contohnya salah satu bentuk pengendalian dalam
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi
adalah penomeran secara otomatis untuk mencegah adanya
nomor SPM yang sama atau tidak urut. Prosedur pengujian
terhadap atribut pengendalian ini dilakukan dengan
mengecek keolom input nomor SPM apakah dapat dirubah
secara manual. Contwh lainnya adalah pengendalian berupa
pemisahan fungsi antara fungsi penyinipanan uang dan

fungsi pencatatannya sehingga kita hanya menguji satu kali
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saja apakah pemisabhan fungsi tersebut berjalan
sebagaimana mestinya.
Atribut pengendalian herupa aktivitas merupakan jenis
pengendalian yang dilakukan secara manual dan berulang
dalam rangka menghasilkan output tertentu. Pengujian
terhadap aktivitas dilakukan untuk melihat konsistensi
pelaksanaan pengendalian. Contohnya pelaksanaan
pengujian terhadap pengendalian verifikasi dengan melihat
ada tidaknya atribut pengendalian tanda tangan. Pengujian
keandalan PIPK jenis aktivitas dapat dilakukan secara
sensus maunpun secara sampling dengan ketentuan sebagai
berikut:

a) Senstis dilakukan ketika junilah populasi yang diuji
kurang dari 100. Untuk populasi dengan jumlah 100
hingga 499 dapat dipilih dilakukan pengujian secara
sensus atau secara sampling. Jika jumlah populasi 500
atan lebih, maka dilakukan pengujian secara sampling.

b

Tingkat Penyimpangan vang Ditoleransi (Tolerable
Deviation. Rate/TDR), dengan mempertimbangkan Tingkat
Risiko Pengendalian Dinilai yang Direncanakan (Planned
Assessed Level of Control Risk/PALCR) berada pada
tingkat rendaly, ditetapkan 5%.

c) Pada pengujian secara sensus, ketidakpatuhan dapat
disajikan dalam bentuk Tingkat Penyimpangan (Deviation
Rate/DR), yaitu jumlah ketidakpatuhan dibagi populasi
dikaiikan 100%, yang kemudian dibandingkan dengan
TDR (5%). Jika DR < 5% yang berarti DR < TDR maka
pengendalian intern disimpulkan teruji keandalannya dan
berpeluang menjadi pengendalian intern yang efektif. Jika
DR > 5% yang berarti DR > TDR maka pengendalian
intern disimpulkan tidak teruji keandalannya dan berarti
tidak efektif.

d) Pada pengujian secara sampling, sampel ditentukan

dengan teknik estimasi atribut (Attribute Estimation

Technique). Sampel tersebut dipengaruhi oleh Risiko

2017, No.277



2017, No.277

-60-

terhadap Ketergantungan kepada Pengendalian Intern

yang Diterima (Acceptable Risk of OverreliancefARO), TDR,

dan Tingkat Penyimpangan Populasi yang Diharapkan

(Expected Population Deviation Rate/EFDR). Penentuan

sampel untuk menguji keandalan PIPK dalam peratoran

ini, dengan didasarkan atas pertimbangan tertentu,

ditentukan sebagai berikut:

= ARO ditetapkan sebesar 10% apabila hasil Penilaian
Pengendalian Intern Tingkat Entitas-nya tinggi, dan 5%
apabila hasil Penilaian Pengendalian [ntern Tingkat
Entitas-nya sedang dan rendali;

= TDR, dengan mempertimbangkan Tingkat Risiko
Pengendalian Dinilai yang Direncanakan (Planned
Assessed Level of Control Risk/PALCR) berada pada
tingkat rendah, ditetapkan 5%; dan

= EPDR ditetapkan rendali sebesar 1%.

(1) Sampling pengujian jika Hasil Penilaian Pengendalian
Intern Tingkat Entitas Tinggi
Berdasarkan ARO = 10%, TDR = 5%, dan EPDR = 1%,
sampel yang dignnakan untok menguji keandalan PIPK
adalalh 77 sampel dengan Lketentuan -apabila
ketidakpatuhannya 0 atau 1 maka Computed Upper
Deviation Rate/ CUDR < 5%, yang berarti CUDR < TDR
sehingga pengendalian intern teruji keandalannya dan
berpeluang menjadi pengendalian intern yang efekfif,
Apabila ketidakpatuhannya 2 atau lebih maka CUDR >
5%, vang berarti CUDR > TDR sehingga pengendalian
intern tidak teruji keandalannya dan berart
pengendalian intern tidak efektif. Dengan menguji 77
sampel yang diambil dari 500 atau lebih populasi
untuk setiap pengendalian utama, akan dihasilkan
keandalan atau ketidakandalan setiap pengendalian

utama.
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Bila jumlah populasi kiirang dari 500, maka dilakukan
penyesnaian jumlahh sampel dengan faktor koreksi
sebesar V{1 - (1/N)}
Misaliya pepulasi 400 unit, maka n definitif =
nV{l — (n/N)j} = 77V{1 - (77/400)} = 69
iz jumlah sampel berdasarkan Tabel
N: jumlah populasi

(2) Sampling pengujian jika Hasil Penilaian Pengendalian
[ntern Tingkat Entitas Sedang atau Rendah
Berdasarkan ARO = 5%, TDR = 5%, dan EPDR = 1%,
sampel yang diguniakan untuk menguji keandalan PIPK
adalah 93 sampel dengan Kketentnan apabila
ketidakpatuhannya O atau 1 maka Computed Upper
Deviation Rate/CUDR £ 5%, yang berarti CUDR < TDR
sehingga pengendalian intern teruji keandalannya dan
berpeluang menjadi pengendalian intern yang efektif.
Apabila ketidakpatuhannya 2 atau lebih maka CUDR >
5%, yang berarti CUDR > TDR sehingga pengendalian
intern tidak teruji keandalannya dan Dberart
pengendalian infern tidak efektif. Dengan menguji 93
sampel yang diambil dari 500 atau lebih populasi
untuk setiap pengendalian utama, akan dihasilkan
keandalan atau ketidakandalan setiap pengendalian
utama.
Bila jumlah populasi kurang dari 500, maka dilakukan
penyesuaian jumlah sampel dengan faktor koreksi
sebesar V{1 - (n/N)}
Misalnya populasi 400 unit, maka n definitif =
{1l — (n/N)} = 93v{1 - (93/400)} = 81
n: jumlah sanipel berdasarkan tabel
N: jumlah pepulasi
Tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut:

(1) Uji populasi pengendalian, baik menggunakan

sensus atau sampling, tergantung jumlah populasi
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dan hasil penilaian Pengendalian Intern Tingkat
Entitas dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Jika hasil penilaian Pengendalian Intern Tingkat
Entitasnya tinggi, maka:
= Untuk populasi dengan jumlah kurang dari
100, pengujian dilakukan secara sensus.
= Untuk populasi dengan jumilah 100 hingga
499, pengujian dapat -dilakuokan secara
sensus atau secara sampling. Apabila
nienggunakan sampling, maka jumlal sampel
minimal diperoleh dengan rumus n definitif =
77N — (77 [N)}
= Untuk populasi dengan jumlah 500 atau
lebih, pengujian dilaknkan secara sampling
dengan jumlah sampel minimal 77.
(b) Jika hasil penilaian FPengendalian Intern Tingkat
Entitasnya sedang atan rendah, maka:
= Untuk populasi dengan jumlah kurang dari
100, pengujian dilakukan secara sensus.
= Untuk populasi dengan jumlah 100 hingga
499, pengujian dapat dilakukan secara
sensus  atau  secara sampling. Apabila
menggunakan sampling, maka jumlaly sampel
minimal diperoleh dengan rumus n definitif =
93V{1 — (93/N)}.
» Untuk populasi dengan jumlah 3S0Q atau
lebih, pengujian dilakukan secara sampling

dengan jumlah sampel minimal 93.

(2) Simpulkan keandalan pengendalian utama dengan
ketentuarn sebagai berikut:

(@) Untuk  pengujian  secara  sensus, bila
ketidakpatuhan atas populasi tersebut tidak
melebihi 5%, maka disimpulkan andal. Bila di
atas 5%, disimpulkan tidak andal.
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(b) Untuk  pengujian secara  sampling, jika

ketidakpatuhan atas sampel tidak melebihi 1

(CUDR< 5%), maka disimpulkan andal. Bila
ketidakpatuhan lebih dari 1 (CUDR>5%), niaka

disimpulkan tidak andal.

() Tnangkan keterandalan pengendalian utama ke
dalam Kertas Kerja Simpulan Keterandalan dan
Efektivitas Pengendalian Utama.

Pengujian sampel dapat menggunakan kertas kerja

sebagai berikut:

Tabel 6. Pengujian Atribut Pengendalian

Namma Pengendalian:
Nama Dokumen /Sampel:

Nemor Nomor Atcilat L Atribut 2 AAtebut - A
Sampel | Dokmmien Desktipsi | Penyebah | Dampak
1) @ (3) (4 ®) (6) (@) (8)
Reterangan:
(1) : dliisi nomor sampel.
(2) ; diisi nomor dokumen,
(3) .. (5) : dliisi hasil pengujian terhadap atribut pengendalian (aday/tidak).
5] : dliisi deskripsi temuan.
(7) : diisi penyebab terjadinya temuan.
1) 1 elitsi dampak temuan terhadap pelaporan Kewangai,

4) Penarikan Simpulan Efektivitas Implementasi Pengendalian

Simpulan efektivitas implementasi ditarik berdasarkan hasil
pengujian afribut pengendalian dan hasil pengujian untuk
mevakinkan bahwa penigendalian telah dilaksanakan sesuai
rancangan: Simpulan dibuat untuk setiap pengendalian
utama pada seluruh kegiatan yang dipantau. Jika
pengendalian utama cukup andal berdasarkan hasil
pengujian atribut dan terbukti telah dilaksanakan sesuai
rancangan maka implementasi pengendalian intern tingkat
fransaksi disimpulkan efektif. Namun jika pengendalian
disimpulkan lemah berdasarkan pengujian atribut atau
terbukti tidak dijalankan sesuai Tancangan —maka
disimpulkan pengendalian intern tingkat transaksi tidak
efektif sehingga perlu  diuraikan ftemuan  berikut

rekomendasinya.
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Temuan menguraikan kondisi pelanggaran dan/atau
penvimpangan terhadap implementasi pengendalian intern,
akibat,; dan penyebabnya. Temuan ini akan dipertimbangkan
dalam penyusunan simpulan efektivitas pengendalian intern
secara keseluruhan. Rekomendasi menguraikan saran-saran
perbaikan dan rencana aksi yang diperlukan.

Penarikan simpulan efektivitas implemientasi pengendalian
dapat menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Penarikan Simpulan Efektivitas Implementasi Pengendalian

e Hesill Penigrtjin (infalkt mrevakinken Pergsndalian |
= },m‘nm_ﬂ.a L tetals dijalenden sesual dengan Recaugant] Kﬁ‘[m‘m ia,’" Cataten]
= e [ eEcaay =i e woo | Teuan

[tama cig | Cbsere | Reperform | Simpulan | fmplemeritasy

) @) ‘ @ | 6 (©) (7) E] @
Keterangar:
(1) - diisi nemor wrut.
2) diisi akun signifikan dan nama pengendalian utamanya.
3 “diisi hiasil pengujian atribut (dilaksanakar/tidak).

() s.d. [B) : diisi hasil pengujian untuk meyakinkan pengendalian yang dijalankan
sesuai rancangan (dilaksanakanytidak),

(7) . diisi kesimpulan hiasil pengujian (4) s.d, (6) (sesuai/tidak)
(8) diisi “efektif” Jika kolom (3) berisi “dilaksanakan” dan kolom (7] berisi
“sesuai”,
diisi “tidak efektif”, jika salah satu dari kolom (8) dan (7) berisi “tidak™,
9) » diisi catatan/ temuan (jika ada).

¥) Metode pengujian yang digunakan disesuaikan dengan kondisi dan
sumber daya tim penilai (tidak harus dilakukan semuanya)

5. Penilaian Pengendalian Intern Secara Keseluruhan
Pada tahap penilaian pengendalian intern secara keseluruban,
dilakukan penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern.
Simpulan efektivitas pengendalian intern dapat dijadikan dasar bagi
manajenien dalam membuat pernyataan efektivitas pengendalian
intern secara herjenjang dari tingkat entitas akuntansi sampai dengan
UAPA/UABUN.
Penyusunan simpulan didasarkan pada hasil analisis temuan yang
berasal dari penilaian Tingkat Entitas,
Pengendalian Umum TIK, dan Pengendalian Intern Tingkat

Pengendalian Intern
Proses/Transaksi. Teniuan tersebut berupa defisiensi pelaksanaan
(operating deficiency), yang terjadi apabila terdapat kondisi sebagai
berikut:

a. suatu pengendalian yang telah dirancang secara tepat tidak
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dilaksanakan sésuai rancangannya; atau

b. pegawai yang melaksanakan prosedur pengendalian tidak memiliki
otoritas atau kualifikasi untuk melaksanakan pengendalian
tersebut secara efektif.

Langkah-langkah pokok penyusunar simpulan efektivitas

pengendalian adalah sebagai herikut:

a., Menilai dan menentukan tingkatan temuan,

Pada langkah ini, temuan dari penilaian Pengendalian Intern

Tingkat Entitas dan Proses/Transaksi dikumpulkan untuk dinilai

dan ditentukan tingkatannya. Tingkatan temuan dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Defisierisi yang berdampak rendah (inconsequential).

Suatu temuan, atau kombinasi dari beberapa temuan, yang
pengaruhnya tidak material terhadap pelaporan kenangan.

2) Defisiensi signifikan (significant deficiency).

Suatu temuan, atau kombinasi dari beberapa temuan, yang
berpengaruli cukup material terhadap terhadap pelaporan
keuangan.

3) Kelemahan niaterial (material weakness).

Suatn temuan, atan kombinasi dari beberapa defisiensi
signifikan, yang berpengaruh material terhadap pelaporan
keuangan.

Dalam menentukan tingkatan temuan, Tim Penilai dapat

mempertimbangkan 5 (lima) faktor sebagai berikut:

a) Memiliki indikasi adanya kecurangan (fraud);,

b) Tingkat pertimbangan subjektif dan kompleksitas dalam
menentukan nilai akun;

¢) Kemungkinan defisiensi terjadi secara berulang;

d) Besarnya saldo akun termasuk besarnya nilai temuan secara
relatif terhadap saldo akun, dan transaksi yang terpengaruh
serta asersi laporan keuangan yang terlibat; dan

e¢) Temuan Pengendalian I[ntern Tingkat Entitas yvang secara

signifikan mempengaruhi laporan keuangarn.

Pelaksanaan penilaian dan penentuan tingkatan temuan untuk

2017, No.277
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unit kerja menggunakan kertas kerja sebagai berikut:

Tabel 8. Kertas Kerja Penilaian Temuan Entitas Akuntansi/Pelaporan
[Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan]|

Oraian Faktor Pertimbangamn Rata- | Tingkatsn
Temtian rata Temnarn
Fi | F2 | P | F4 | FS
(1) (2) (3) (4) (5) (6] (7) (8]
Keterangan tabel:
(1) : diisi deskripsi temuan,

(2)s.d.(6) : diisi tingkatan dari faktor pertimbangan yaitu: 1 bila rendah, 2
bila sedang dan 3 bila tinggi;
(7) : diisi hasil rata-rata kolom (2) s.d. (6);
(8) ¢ diisi dengan tingkatan temuan yaitu:
| Inconsequential bila nilai pada kelom (7) adalah 1,0 s.d. 1,5;
| Significant deficiency bila nilai pada kolom (7) adalah >1,5
s.d. 2,5;
| Material weakness bila nilai pada kolom (7) adalah 2,5 s.d,
3,0.

Temuan di tingkat entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan
selanjutnya dikompilasi secara berjenjang pada tingkat diatasnya.
Pada saat kompilasi temuan, temuan sejenis dari berbagai entitas
akuntansi dan/atau entitas pelaporan dihitung rata-ratanya
sebagai dasar simpulan awal tingkatan temruan di tingkat entitas
pelaporan. Namun demikian, Tim Penilai tingkat entitas pelaporan
dapat membuat simpulan satu tingkatan lebih rendah atau lebih
tinggi dari hasil perhitungan rata-rata apabila berdasarkan
informasi yang lebilh komprehensif Tim Penilai memiliki sudut
pandang yang berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan
memberikan nilai  penyesuaian Dberdasarkan sudut pandang
tersebut.

Contol:

Apabila hasil rata-rata nilai suatu temuan selurul  entitas
akuntansi dan/atan entitas pelaporan di bawahnya menunjukkan
simpulan inconsequential, Tim Penilai tingkat entitas pelaporan
dapat mempertimbangkannya sebagai significant deficiency karena

temuan tersebut memiliki dampak strategis bagi entitas pelaporar.
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Pelaksanaan penilaian temuan pada tingkat entitas pelaporan
UAPA/UABUN dapat menggunakan contoh kertas kerja sebagai
berikut:

Tabel 9. Kertas Kerja Penilaian Temuan Entitas Pelaporan
[Nama Entitas Pelaporan]

2017, No.277

Vit | Banter | Kantor | Kanwi) |Rata- | Sumptlan [po o [Simpilan mendnit
Termuan | | | | rata Sebauim | Wiy Btz
(1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8)

Keterangam:
(1) o dilsi deskripsi terouan;
(2) sieli(4) - diisi tingkatan temuan pada kanter terkait; yaitu:

(7]

(8]

b.

_ Angka “1” bila inconsequential;
_ Angka “2” bila significant deficiency;
_ Angka “3” bila material weakness;
. diisi nilai rata-rata kolom (2) 8.d. (4);
. diisi dengan tingkatan temian rata-rata seluruls unit kegja yaitu;
_ Angka “1” bila nilsi kolom (5) adalah 1,0 s.d. 1,5 -> inconsequential;
_ Angka “27 bila nilai kolom (5) adalah 1,6 s:d. 2,5 ->significant
deficiency;
_ Angka “8” bila nilai kelom (5) adalali 2,6 s.d. 3,0 ->material weakness;

o diisi nilai penyesuaian olel Tim Penilai tingkat wilayah/eselon [, yaitu:
_ Angka “1” untuk penyesuaian satu tingkat di atas simpulan awal;
_ Angka “- 1" untuk penyesuatani tingkat di di baweh simpulan awal;
_ Angka “0” bila tidak ada penyesuaian;

diterjermahkan sebagail beiikut:

_ Nilai “1” berarti inconsequential;

_ Nilai “2” berarti significant deficiency;
_ Nilai “3” berarti material weakness..

Merumuskan simpulan efektivitas pengendalian interm.

Simpulan efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan

dikategorikan sebagai berikut:

1) Pengendalian intern efektif apabila tidak ada defisiensi
signifikan dan kelemahan material.

2) FPengendalian intern efektif dengan pengecualian apabila
terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan yang apabila
digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material.

3) Fengendalian intern mengandung kelemahan material apabila
terdapat satu atan lebih kelemahan material atan terdapat
gabungan defisiensi signifikan yang mengakibatkan kelemahan
material.

Perumusan simpulan tersebut dilalknulkan dengan

mempertimbangkan tindak lanjut atas defisiensi signifikan
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dan/atau kelemahan material. Apabila pada saat mertumuskan
simpulan, Tim Penilai mempercleh informasi yang meyakinkan
bahwa defisiensi signifikan dan/atan kelemahan material telah
selesai ditindaklanjuti maka hal tersebut harus dipertimbangkan
dalam perumunsan simpulan.

Apabila simpulan hasil penilaian menyatakan hahwa PIPK efektif
atau efektif dengan pengecualian, maka manajemen dapat
membuat pernyataan tanggung jawal atas laporan keuangan.
Sedangkan jika simpulan hasil penilaian menyatakan bahwa PIPK
mengandung kelemahan material, maka pernyataan tanggung
jawab atas laporan keuangan tidak menyebutkan bahwa laporan
keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai. Apabila manajemen telah melakiikan tpaya
perbaikan sebelum penyampaian laporan keuangan, maka
manajemen dapat membuat pernyataan bahwa laporan keuangan
telahh disusun Dberdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai.

Pelaksanaan langkah-langkah pokok tersebut di atas dilakukan
secara berjenjang sebagai berikut:

1) Unit Eselon I Memiliki Unit Vertikal

Tim Penilai Tingkat UAKPA/UAKPA BUN/UBL/UAKBUN-

Daerah:

a) Menganalisis seluruh temuan hasil penilaian Pengendalian
Intern Tingkat Entitas dan penilaian Pengendalian Intern
Tingkat Proses/Transaksi Tingkat UAKPA /[UAKPA BUN
JUBL /UAKBUN-Daerah.

b) Menilai dan menentukan tingkatan temuan Tingkat
UAKPA/UAKPA BUN/UBL/UAKBUN-Daerah.

c) Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern Tingkat
UAKPA/UAKPA BUN/UBL/UAKBUN-Daerah.

Tim Penilai Tingkat UAPPA-W fUAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil:

a) Menganalisis seluruh temuan hasil penilaian pengendalian
intern  tingkat entitas dan penilaian Pengendalian Intern
Tingkat Proses/Transaksi tingkat entitas pelaporan (sebagai

satker).
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Menilai dan menentukan tingkatan teniuan tingkat entitas
pelaporan (sebagai satker).

Menyimpulkan efektivitas Pengendalian Intern Tingkat
Entitas pelaporan (sebagai satker).

Mengompilasi hasil penilaian entitas pelaporan (sebagai
satker) dan seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan
dibawahnya,

Menilai dan menentukan tingkatan temuan dari hasil
kompilasi.

Menyinipulkan efektivitas pengendalian intern tingkat
UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil.

Tim  Penilai Tingkat UAPPA-E1/UAPPA-E1 BUN/UAPPA
BUN/UAKPBUN/UAPBUN/UAKBUN:

aj

Menganalisis seluruh  temuan dari hasil penilaian
Pengendalian Intern Tingkat Entitas dan penilaian
Pengendalian Intern Tingkat Entitas pelaporan (sebagai
satker).

Menilai dan menentukan tingkatan temuan tingkat entitas
pelaporan (sebagai satker).

Menyimpulkan efektivitas Pengendalian Intern Tingkat
Entitas pelaporan (sebagai satker).

Mengompilasi hasil penilaian entitas pelaporan (sebagai
satker) dan entitas pelaporan dibawahnya.

Menilai dan menentukan  tingkatan temuan dari hasil
kompilasi.

Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern tingkat
UAPPA-E1/ UAPPA-E1 BUN/UAPFA BUN /UAKPBUN/
UAPBUN /UAKBUN.

Unit Eselon 1 Tidak Memiliki Unit Vertikal
Tim Penilai Tingkat UAPPA-E1/UAPPA-E1 BUN/UAPPA BUN
/UAKPBUN /UAPBUN/UAKBUN:

a)

Menganalisis seluruh temuan dari hasil penilaian
Pengendalian Intern Tingkat Entitas dan penilaian
Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi tingkat
UAPPA-E1/UAPPA-E1 BUN JUAPPA BUN / UAKPBUN/
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UAPBUN/ UAKBUN.

b) Menilai dan menentukan tingkatan temuan tingkat UAPPA-
E1/UAPPA-E1 BUN/ UAPPA BUN JUAKPBUN /JUAPBUN/
UAKBUN.

c¢) Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern tingkat
UAPPA-E1/UAPPA-E1  BUN/UAPPA BUN/ UAKPBUN/
UAPBUN/ UAKBUN.

3) Tim Penilai Tingkat UAPA/UABUN:

a) Mengompilasi hasil penilaian tingkat UAPPA-E1/UAPPA-E1
BUN/UAPPA BUN /UAKFBUN/UAPBUN/UAKBUN.

b) Menilai dan menentukan  tingkatan temuan dari hasil
kompilasi.

¢) Menyimipulkan efektivitas pengendalian intern tingkat
UAPA/UABUN.

4) Tim Penilai Tingkat UAPP:

a) Mengompilasi hasil penilaian tingkat UAPA dan UABUN.

b) Menilai dan menentukan  tingkatan temuan dari hasil
kompilasi.

¢) Menyimpulkan efektivitas péngendalian intern tingkat
UAPP.

6. Pelaporan Hasil Penilaian
Temuan hasil penilaian perlu dilaporkan kepada pihak-pihak yang
tepat dan memiliki wewenang untuk melakukan langkah perbaikan.
Atas setiap temuan perlu diberikan rekomendasi yang tepat sehingga
penyebab utania terjadinya suatu temuan dapat
dieliminasi/diminimalisasi. Rekomendasi yang diberikan harus
menyebiitkan dengan jelas pihak yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan tindak lanjut. Dalam mengidentifikasi pihak yang
bertanggung jawabh perlu memperhatikan tingkat kewenangan yang
dimiliki oleh pihak tersebut untuk dapat melaksanakan tindak lanjut
sesuai yang diharapkan. Rekomendasi atas temuan vang tidak dapat
ditindaklanjuti di tingkat entitas akuntansi dan/atau entitas
pelaporan yang bersangkutan karena keterbatasan kewenangan,

maka perlu dieskalasi ke entitas pelaporan di atasnya.
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Sebagai contoh, atas suatu temuan yang terjadi di Kantor Pelayanan,

bisa saja rekomendasinya lebih tepat ditujukan kepada Kantor Pusat

apahila tindak lanjut temuan tersebut menyangkut keputusan yang

bersifat strategis atau perubahan kebijakan organisasi.

Temuan yang dieskalasi adalah yang mempunyai karakteristik sebagai

berikmut:

1) Mempunyai pengaruh strategis terhadap organisasi secara
keseluruhan;

2) Mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap kepentingan para
pemangku kepentingan (stakeholders); dan/atau

3) temuan yang memiliki indikasi adanya kecurangan (fraud).

Setiap entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang menerima

rekoniendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan

perkembangan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan

kepada Tim Penilai di unit kerjanya.

Bentuk laporan hasil penilaian PTIPK dapat dilihat pada Format III.

7. Hubungan Kerja Tim Penilai dengan APTP

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian intern

secara menyeluruh, perlu dibangun hubungan kerja yang konstruktif

atara Tim Penilai dengan Aparat Pengawas I[ntern Pemerintal.

Hubungan tersebut diantaranya dilakukan melalui aktivitas sebagai

berikut:

1) Tim Penilai UAPP dan UAPPA-E1/UAPPA-E1 BUN/UAPPA BUN/
UAKPBUN/ UAPBUN/ UAKBUN meminta masukan APIP untuk
penyusunan Rencana Penilaian Tahunan;

2) Tim Penilai UAPP dan UAPPA-E1/UAPPA-E1 BUN/UAPPA BUN/
UAKPBUN/ UAPBUN/ UAKBUN menyampaikan Laporan
Semesteran dan Tahunan Hasil Penilaian kepada APIP;

3) Tim Penilai UAPP dan UAPPA-E1/UAPPA-E1 BUN/UAPPA BUN/
UAKPBUN/ UAPBUN/ UAKBUN membahas findak lanjut
temuan yang berindikasi fraud dengan APIP; dan

4) APIP menggunakan laperan hasil penilaian Tim Penilai dalam
merencanakan dan melaksanakan pengawasan.

C. PEDOMAN REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
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1. Pendahuluan
Penilaian PIPK yang dilaksanakan oleh manajemen atau disebut juga
Penilaian Mandiri dipengaruhi oleh integritas managjemen.
Ketidakseragaman  integritas manajemen dapat menghasilkan
subjektivitas penilaian PIPK. Oleh karena itu, diperlukan reviu oleh
APIP yang merupakan pihak eksternal manajemen untuk memastikan
hasil penilaian PIPK memenuhi knalitas standar yang diharapkan
serta objektivitas penilaiannya dapat ditingkatkan.
Mengingat pada tahun 2017 dan 2018 penilaian PIPK dilaksanakan
olelh Tim Penilai yang melibatkan APIP sedangkan setelah taliun 2018
penilaian PIPK dilaksanakan hanya oleh Tim Penilai, maka perlu
diatur prosedur rinci reviu PIPK untiik kedua kondisi tersebut.

2. Prosedur Rinci Revin PIPK Setelah Talhwun 2018
Prosedur rinci reviu PIPK setelah tahun 2018 terdiri dari:
a. Reviu Pengendalian Intern Tingkat Entitas

Prosedur Rinei Reviu Pengendalian Intern Tingkat Entitas

dilakukan dengan langkah-langkalh reviu sebagai berikut:

1) Lakukan reviu terhadap Penilaian Mandiri untuk memastikan
manajemen telah melakukan penilaian mandiri atas efektivitas
Pengendalian Intern Tingkat Entitas sesuai dengan pedoman
dan didukung dengan kertas kerja penilaian yang memadai.

a) Jika penilaian telah dilakukan dan sesuai dengan pedoman,
tuangkan ke dalam kertas kerja.

b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, lakukan pengugjian
langsung atas efektivitas Pengendalian Intern Tingkat
Entitas, sebagian atau keseluruhan bergantung kondisinya
dan tuangkan ke dalam Kkertas kerja.

2) Lakukan reviu terhadap Penilaian Mandiri untuk memastikan
simpulan Pengendalian Intern Tingkat Entitas telah didukung
oleh kertas kerja dan perhitungannya telah sesuai.

d) Jika simpulan telah sesual, tuangkan ke dalam kertas kerja.

b) Dalam hal kertas kerja kurang mendukung, lakukan
pengujian langsung dan hasilnya dimutakhirkan ke dalam

perhitungan serta dimutakhirkan ke dalam simpulan.
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¢) Dalam hal kertas kerja telah mendukung namun
perhitungannya tidak tepat, lakukan perhitungan nlang dan
hasilnya dimutakhirkan ke dalam simpulan.

3) Lakukan reviu terhadap Penilaian Mandiri untuk memastikan
manajemen telah melakukan Penilaian Mandiri atas temuan
untuk pein-poin Pengendalian Intern Tingkat Entitas.

a) Jika telah sesuai keseluruhan, tuangkan ke dalam kertas
kerja.

b) Dalam hal tidak sesuai sebagian atau keseluruhan, lakukan
penilaian sebagian  atau  keseluruhan, tergantung
kondisinya, atas temuan untuk pein-peoin Pengendalian
Intern Tingkat Entitas termasuk pengklasifikasian temuan
menjadi inconsegitential, significant deficiency, dan material
weakness.

Tuangkan hasilnya ke dalam kertas kerja penilaian temuan.

b. Reviu Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi
Prosedur rinci Reviu Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

1) Lakukan reviu terhadap Penilaian Mandiri untok memastikarn
manajemen telaly melakukan Penilaian Mandiri atas rancangan
pengendalian umum TIK.

a) Jika telah sesuai, tuangkan ke dalam kertas kerja.

b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, lakukan pengujian
langsung atas rancangan pengendalian umum TIK yang
terdiri dari manajemen risike, manajemen perubahan, akses
logika, dan operasional TIK dan kelangsungan layanan,
sebagian atau keseluruhan bergantung kondisinya dan
tuangkan ke dalam kertas kerja.

2) Lakukan reviu terhadap Penilaian Mandiri untuk memastikan
manajemen telah melakukan Penilaian Mandirl atas efektivitas
penerapan pengendalian nmum TTK.

a) Jika telah sesuai, tuangkan ke dalam kertas kerja.

b) Dalam hal ferdapat ketidaksesuaian, lakukan pengujian

langsung atas efektivitas penerapan pengendalian wmum TTIK
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yang terdiri dari manajemen risiko, manajémen perubahan,
akses logika, dan operasional TIK dan kelangsungan layanain,
sebagian atau keseluruhan bergantung kondisinya dan

tuangkan ke dalam kertas kerja,

3) Lakukan reviu terhadap Penilaian Mandiri nntok memastikan

manajemen telall melakukan Penilaian Mandiri atas temuan

untuk poin-poin pengendalian umum TIK.

a) Jika telah sesuai keselurnhan, tnangkan ke dalam kertas
kerja.

b) Dalam hal tidak sesuai sebagian atau keseluruhan, lakukan
penilaian sebagian atau keseluruhan, tergantung kondisinya,
atas deficiency untuk poin-poin pengendalian umum TIK
termasuk pengklasifikasian teniuan menjadi inconsequential,
significant deficiency, dan material weakness.

Tuangkan hasilnya ke dalam kertas kerja penilaian temuan.

¢. Reviu Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi

Prosedur rinci revin Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi
dilakukan sebagai berikut:

1) Reviu Rancangan Pengendalian Intern Tingkat Proses/

Transaksi

Prosedur rinci reviu rancangan Pengendalian Intern Tingkat

Proses/Transaksi dilakukan sebagai berikuat:

a) Lakukan reviu terhadap Penilaian Mandiri untuk
memastikan manajemen telah melakukan penilaian mandiri
atas rancangarn Pengendalian Intern Tingkat
Proses/Transaksi sesuali dengan pedoman dan didukung
dengan kertas kerja yang memadai yang terutama terkait
dengan Risk Control Matrix.

(1) Jika telaly sesuai keseluruhan, tuangkan ke dalam kertas
kerja.

(2) Dalam hal tidak sesuai scbagian atau keseluruhan,
lakukan FGD wuntuk mendiskusikan perbedaan-

perbedaan tersebut.



-75-

¢ Dalam hal terdapat kesepakatan antara manajemen
dengan Tim Reviu; tuangkan kesepakatan tersebut ke
dalam kertas kerja.

¢ Dalam hal tidak terdapat Lkesepakatan antara
manajemen dengan Tim Reviu, Tim Reviu dapat
niemutuskan berdasarkan pertimbangannya dengan
menecantumlkarn keberatan dari manajemen.
Keputusan tersebut menjadi dasar simpulan reviu,
Tuangkan ke dalam kertas kerja.

b) Jika masilt ada risike utama yang belum termitigasi oleh
pengendalian utama, maka lakukan fasilitasi CSA untuk
merancang pengendalian dalam rangka memitigasi risiko
dimaksud sebelum dilanjutkan ke dalam tahapan reviu
efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Proses/Tratisaksi.
Tuangkan ke dalam kertas Kerja.

c) Dalam hal semua risiko utama telah termitigasi oleh
pengendalian utama, maka simpulan reviu adalah
rancangan pengendalian internnya telah cukup dan dapat
dilanjutkan dengan reviu efektivitas Pengendalian Intern
Tingkat Proses/ Transaksi.

Reviu Efektivitas Implementasi Pengendalian Intern Tingkat

Proses/Transaksi

Prosedur rinci reviu efektivitas Pengendalian Intern Tingkat

Proses/Transaksi adalah sebagai berikut:

a) Lakukan reviu terhadap Penilaian Mandiri untuk
memastikan manajemen telah melakukan Penilaian Mandiri
atas efektivitas Pengendalian Initern Tingkat
Proses/Transaksi sesuai pedeman dan didukung dengan
kertas kerja yang memadai.

b) Revin apakah selurub Pengendalian Intern Tingkat
Proses/Transaksi telah diuji keterandalannya sesuai dengan
ketentuan jumlah sampel minimal.

(1) Dalam hal telah sesuai, tuangkan ke dalam kertas kerja.
(2) Dalam hal sebagian atau seluruhnya tidak diuji
keterandalannya, lakukan pengujian langsung dengan
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mienambahkan jumlah sampel hingga memenulii
ketentuan jumlah sampel minimal. Tuangkan hasilnoya
ke dalam kertas kerja pengujian keterandalan.

Tabel 10. Kertas Kerja Simpulan Keterandalan Pengendalian Utama
Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Proses/ Transaksi

Pengendalian | , o . | JumlahSampel | Teknik | ‘Hasil | Kesimpulan
b Utama it e T yang Diuji Pengujian | Pengujian | Keterandalan
(1) (2) (3) %) (5) (6) 7)
1
2

dst.
Keterangan:

(1) Diisi nomor urut.

(2) Diisi uraian pengendalian utama pelaporan kesangan yang direvin.

(3) Diisi uraian atribut yang diuji, dapat berupa kebijakan/kriteria atau aktivitas sesuai dengan
pengendalian utama yang ada pada kolom (b). ’

(4) Diisi jumlah sampel yang diuji.

(5) Diisi teknik pengujian yang digunakan.

(6) Diisi “Ya” apabila hasil pengujian menyatakan bahwa atribut yang yang diuji sudah
terimplementasi, diisi “Tidak” apabila hasil pengujian menyatakan bahwa atribut yang diuji
belum terimplementasi. ' '

(7) Diisi “Andal” apabila kolom () berisi “Ya”, diisi “Tidak Andal” apabila kolom (f) berisi
“Tidak”.

c) Reviu apakah simpulan efektivitas implementasi telah
didukung dengan kertas kerja pengujian -efektivitas
implementasi.

(1) Dalam hal telah sesuai, tuangkan ke dalam kertas ketja.

(2) Dalam hal sebagian atau seluruhnya tidak didukung
dengan kertas pengujian efektivitas implementasi,
simplilkan efektivitas berdasarkan pengujian langsung
yvang dilakukan pada horuf b)(2) dan tuangkan ke dalam
kertas kerja.

(38) Dalam hal terdapat simpulan keterandalan yang tidak
tepat, misalnya terdapat ketidakpatohan  tetapi
disimpulkan andal dan/atau tidak terdapat
ketidakpatuhan tetapi disimpulkan tidak andal, lakukan
perbaikan simpulan atas simpulan keterandalan yvang
tidak tepat tersebut dan tuangkan ke dalam kertas kerja.

d) Reviu apakah Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi
yvang andal telah dilakukan reperformance terhadap sampel
output dari proses yang di dalamnya terdapat pengendalian

utamsa tersebut.
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(1) Dalam hal telah sesuai, tiangkan ke dalam kertas kerja.
(2) Dalam hal sebagian atau seluruhnya tidak dilakukan
reperformance; lakukan reperformance terhadap sampel
output dari proses yang di terdapat
yang dilakukan

reperformance tersebut. Tuangkan hasilnya ke dalam

dalamnya

pengendalian utama belam

kertas kerja pengujian keterandalan dan efektivitas.

Tabel 11. Kertas Kerja Simpulan Efektivitas Pengendalian Utama Pengujian
Pengendalian Intern Tingkat Proses/ Transaksi dengan Reperformance

Pengendalian Simpulan. Cutpud yang Hasil Simpulan, ,
o, Utama Keterandalan Diuji Reperformance | Efektivitas Rsietazan
(@) ) (©) (d) (e) () ®
1.
2,
dst
Keterangan:

(a) Diisi nomor urut,

(b) Diisi traian pengendalian iitama pélaporan kerangan yang direviu.

(c) Diisi kesimpulan keterandalan pengendalian utama sesuai hasil pengujian keterandalan yang
telah dilakukan sebelumnya.

(d) Diisi identitas output yang diuji, dapat berupa nomor oufput/nomor dokumen. Apabila
pengendalian utama dinyatakan tidak andal dan tidak dilakukan seperformance maka diisi “-

(e) Diisi hasil pengujian/reperformunce utituk pengendalian kutici yang dinyatakan andal dengan
hasil: “Sesuai” atau “Tidak Sesuai”

(f) Bila hasil reperfornmice adalah “Sesuai”, maka diisi“Efektif”. Apabila hasil reperforsitarice
“Tidak Sesuai” maka diisi “Tidak Efektif”. Untuk pengendalian utama yang dinyatakan tidak
andal, diisi “Tidak Efektif”.

(g) Diisi hal-hal terkait pengujian efektivitas pengendalian intern yang memerhikan penjelasan.

d. Reviu Penilaian Tenuan PIPK

Prosedur rinci reviu penilaian temuan PIPK dilakukan sebagai

berikut:

Lakukan reviu terhadap Penilaian Mandiri untuk memastikan

manajemen telah melakukan Penilaian Mandiri atas temuan dari

seluruh tahapan penilaian PIPK.

1) Jika telah sesuai keseluruhan, tuangkan ke dalam kertas kerja.

2) Dalam hal tidak sesuai sebagian atau keseluruhan, lakukan
perilaian sebagian atau keseluruhan, tergantung kondisinya,
atas temuan dari seluruh tahapan penilaian PIPK termasuk
pengklasifikasian temuan menjadi inconsequential, significant
deficiency, dan material weakness.

Tuangkan hasilnya ke dalam kertas kerja penilaian tenmian.
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Tabel 12. Kertas Kerja Penilaian Temuan
|[Nama unit kerja]

Utatary Faktor Pertimbangan Rata- | Tingkatan
Temman Pl [ # [ s [ m | ¥5 | B | Tooam
(1) @) (3) ) (5) (©) (7) 8}
Ket:
(1) ;. diisi deskripsi temuan;
(2) s:d. (6) @ diisi tingkatan dari faktor pertimbangan yaitu: 1
bila rendah, 2 bila sedang dan 3 bila tinggi:
(7) ¢ iisi hasil rata-rata kolom (2) s.d. (6)
(8) : diisi dengan tingkatan temuan yaitu:

«  Jnconsequential bila nilai pada kolom (7)
adalah 1,0 s.d. 1,5;

«  Significant deficiency bila nilai pada kolom
(7) adalah 1,6s.d. 2,5;

«  Material wedakness bila nilai pada kelom (7)
adalah 2,6 s.d. 3,0.

e. Reviu Penyusunan Simpulan Pengendalian Intern

Prosedur rifici reviu penyusunan simpulan Pengendalian Intern
dilakukan sebagai berikut:

1) Lakukan reviu terhadap Penilaian Mandiri untuk memastikan

manajemen telah melakukan penilaian mandiri atas

penyusunan simpulan pengendalian intern terutania:

a)

b)

Penyusunan simpulan pengendalian intern telah dilakukan
dengan tepat vaitu: Pengendalian Intern Efektif (PIE) dalam
hal hanya terdapat inconsequential, Pengendalian Intern
Efektif Dengan Pengecualian (PIEDP) dalam hal terdapat
significant deficiency mnamun tidak terdapat wmaterial
weakness, dan  Pengendalian Intern  Mengandung
Kelemahan Material (PIMKM) dalam hal terdapat deficiency
yang dikategorikan sebagai material weakness.

Penyusunan simpulan pengendalian intern telah didukung

dengan kertas-kertas kerja yang memadai.

2) Dalam hal penyusunan sinipulan pengendalian intern tidak
dilakukan dengan tepat danfatau tidak didukung dengan

kertas kerja yang memadai, laporkan dalam Catatan Hasil

Reviu dan Pernyataan Reviu PIPK sesuai dengan Format V.
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3) Dalam hal terdapat kesimpulan hasil reviu berbeda dengan
hasil penilaian, Tim Reviu dapat menyampaikan hasil
sim pulannya dengan mencarntumkan tanggapan mansajemern:

4) Tuangkan hasilnya ke dalam kertas kerja reviu.

3. Prosedur Rinci Reviu PIPK Tahuan 2017 dan 2018

Prosedur rinci reviu PIPK tahun 2017 dan 2018 terdiri dari:

a. Reviu Pengendalian Intern Tingkat Entitas
Prosedur rinci reviu Pengendalian Tntern Tingkat Entitas dilakukan
dengan langkah-langkah  reviu sebagaimana  Penilaian
Pengendalian Intern Tingkat Entitas pada poin B.3. Tuangkan ke
dalam kertas kerja.

b. Reviu Pengendalian Umum Teknologi [nformasi dan Komunikasi
Prosedur rinci reviu Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) dilakukan dengan langkah-langkah reviu sebagai
berikut:

1) Lakukan reviu dengan pengujian langsuing atas rancangan
pengendalian nmum TIK yang terdiri dari Manajemen Risiko,
Manajemen Perubahan, Akses Logika, dan Operasional TIK dan
Kelangsungan Layanan, sebagian atau keseluruhan bergantung
kondisinya dan tuangkan ke dalam kertas kerja.

2) Lakukan reviu dengan pengujian langsung atas efektivitas
penerapan  pengendalian  umum  TIK  yang terdiri dari
Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan, Akses Logika, dan
Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan, sebagian atau
kKeseluruhan bergantung kondisinya dan tuangkan ke dalam
kertas kerja.

3) Lakukan reviu dengan melakukan analisis langsung penilaian
atas temuan untuk poin-poin pengendalian umum TIK
termasuk pengklasifikasian temuan menjadi inconsequential,
significant deficiency, dan material weakness.

Tuangkan hasilnya ke dalam tabel Kertas Kerja Penilaian

Temuan.

¢. Reviu Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi
Prosedur rinci reviu Pengendalian Infern Tingkat Proses/Transaksi

dilakukan dengan langkah-langkalr reviu sebagaimana Penilaian
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Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi pada poin B.4.
Tuangkan ke dalam kertas kerja.

d. Penyusunan Simpulan Hasil Reviu Pengendalian Intern
Prosedur penyusunan simptilan hasil reviu PIPK dilakukan dengan
langkah-langkalh sebagaimana Penilaian Pengendalian Intern
Secara Keseluruhan pada poin B.5. Tuangkan ke dalam kertas
kerja.

Format L.

KERTAS KERJA
PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS

Hasil Evaliiast e Tetnitamn ‘
Faktor-Faktor yang Diinilai | Reviu | o o sk | = , X
Tingkat Entitas Dl Wawar | o WIEL @bse;rv * Terk | Deskrl Pegygb amp | Ref
men B asl ait psi aly ak




LINGKUNGAN
PENGENDALIAN

[ntegritas, nilai
etika, dan perilaku

Apakaja Instansi
Pemerintal telah
menyusin dan
menerapkan aturan
Eeblaku serta

[ 1 etis, praktik
yang dapat diterima,
dan praktik yang
tidak dapat diterima
termasuk benturan
kepentingan?

-Apakah pegaww

komiitmen untuk
menerapkan aturan
perilaku tersebut?

Apakah telaly
dilakukan sosialisasi
yang memadai
tentang kewaﬁ ban,

pegawai baru? _

Apakah pimpinan
unit kerja memiamﬂ
keteladanan dengan
mmerapkan

menerapkaimy‘éi
pula?

Apakah pimpinan
unit kerja
memberikan sanksi
kepada pegawali

ak yang Fos( ‘langgar

Apalsah pegawai
mengetalui
kewajiban dan
larangan serta
sanksi pelanggaran
kode etik dan/atau
atiran perilaku
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gaya. operasx yari g
dimiliki olel
pimipinan unit kerja

unit kerja memiliki
s:kap ;gang aelalu

penerapan
pengendalian intera
di unit kerjanya;
termasukmempertim
bangkan pengaruh
peﬁg‘: naan sistem

Allal.{ah pimpinan
tmit kerja
melakukan
perbaikan atas
defisiensi
pengendalian intera

secara mtm?

aparat pengas ,ds
intern, pengaduan,
keluhan, dan
pertanyaan dari
pegawai darn
masyarakalt?

Komitmen ferhadap |

koripetensi

Apakah terdapat
proses untuk
memastikan baliwa
pegawai yang
terpililt untuk
menduduki suatu
Jjabatan telah
memiliki

peﬁ ahuan

kf:m_ mpuaﬁ yanig
diperlukan?

Apakah unit kerja,
menyelenggarakan:

At

Tenmman

psl

ah
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Teniuan
)
ait | psl ab | ak
pelatihan dan
pembimbingan
untu,k

Str uktur 'orgarisasi
4 serta penetapan

‘ wewenang dan
t:angguﬂg Jawab

Apakah Weweﬂang
diberikan kepada
pegawai yang tepat
sesuar dengan

[} tmgkat tanggung

Apakah pimpinan
dan pegawal
mengetaliui dan
bertanggung jawals
atag pengendahan
L!Jtei‘li yang menj: ach

]

dala.m suatu unit
kerja telah sesuai
d@ngaﬂ analisis
beban kerja?

‘Apakah terdapat
supervisi dan
monitoring yang
meradai tcrlmdap

.Apakah‘kebl@kan
dani pr etk
pEmlnnaan stmber

dlperbaharm secara
terus menerus?
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Apakah pimpinan
umit kerja
memberikan
panduan, penilaian,
dari pelatilian
kepada pegawai
untik memastikan
ketepatan
pekerjaan,
mengurangi
kesalatipaliaman,
serta menderong,
berkurangnya
tindakan
pelanggaran?

Apakah sudah
dilaksanakan
pemililian diklat
yang mengacu pada
pedoman
pelaksanaan diklat
berbasis
k@mpentmm?

karir dan kinetja
pegawai?

Apakah pemberian
sanksi telah
dijalankan sesuai
dengan kebijakan
dan prosedur yang
berlaku?

Apakah sudah
terdapat
SOP/Pedornan/
Juknis tertulis
mengknfarmasikan:
kepada pegawai
tentang tugas dan
tanggung jawabnya? |

Apakah telal

terdap mekamsme
evaluasi ¢
penilaian kinerja
terhadap semap
pegawai?

LB PENILAIAN RISIKO

Sasamn unit ketja

Dikc-m unﬂcasﬂ«r:m

Apakah sasarar unit |
kerja telat
dikemunikasikan

ait

Tenan

Deskii
psl

"5
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penilaian
kemungkinan
terjadinya, dan
penangananmya

Apakah unit kerja
te

Pﬂncﬂpalan tujuan?

Apakah unit kerja
telaly mengaﬁahms
b | dan mengevaluasi
risiko:dalam
pencapaian hujuan?

A hakah l_mlt I@I}a

2ut g:man risiko
d: pencapaiarl
l;uJuan?

Adanya mekanisme
un bk
mengantisipasi,
mengidentifikasi,
dan )

Apakah ada
mekarnisme untuk
mengantisipast,
mengidentifikasi,
dan bereaksi
t?fh“aﬂap perulbahan

dlterapkan .smara
tepat

Apakah setiap
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pelaporan akuntansi |
telal dilakukan
secara lmnsr&te‘n

atas tramn: sa&m telak
‘dilakukan secara
tepat walktu dan
memadai?

Bvaluasi atas
perbadaan capeaaﬁ

Apakah unit kerja
telah melaksanakan
evaluasi atas
pencapaian
Indikator Kinerja
Utama?

Apakah ada tindak

lanjut atas
perbedaan capaian

kinerja dengan

kinerja yaﬂg

Apakah pimipinar
unit ketja telah
memper hatikan
petisalian tugas
(e@gf@ganon of
duties) untuk

kecurangan atau
tindakan yang tidak

Pembatasan akses
terhadap dekumen,
catatan, asset, data,

dan aplikast

Apakah 1m kerja

.atas 8§§t dan
aplikasi yang
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Apakah unit kerja
telals memiliki
mekanismie otorisasi

‘.da:m pe‘rsetujuan

Apakaja pélakﬁaﬂa&n
kegiatan telah

didukung dengan
dokumentasi yang

eliknp dan tepat
waktu?

KOMUNIKASI

Sistem menyediakan |

informasi yang
dibutuhkan olek
unit ke‘fja terkmr

Apakah informasi
yang diperlukan
‘dalam pelaksanaar
kegiatan telah
tersedia secara tepat
waktu, akurat dan
.dlsémpa:lkaﬁ kepada
ihak v d

1

B '1s
tepat walktu

Apakah informasi

yang diperl ul«;:an bd@‘

'dikembangkan atau
diperbaiki dengan
berdasar pada
rencana: strategis
unit kerja

Apakah unit kerja

sl
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mengelola;
mengembangkar,
dan msmper‘ba:m
mstem informasi

Lm:har-asi secara
terus menerus?

Unit kerja
memastikan dan
mengawast
keterlibatan
pehggnma dalam

mmmmume
informasi

Apakah seluruhb
pegaww tclau

se agaJ emi user
mas-ukandalam

b | pengembangan,

pengujian

program/sistem
mfm‘fnam?

dari pegawal b:rka_lt

¢ | pengembangan,

perba:kan dan

pengujian
program/sistem

| lnf@rmasx?

Apakah data yang
penting dalam
sistem informasi di-
backru P secara
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baik ke atas
maupun kepada
selurul baglml
organisasi mengenai
hal yang Hdak

dilarapkan terjadi
dalam

pelaksanaan tugas
be rta penyr*bab

p@mlaku yéh,g tidak
benar, atau ‘
penyimpangan?

g

Terdapat saluran
komunikasi tntuk
melaporkan adanya

Apakah t.ardapat
perlindungan bagi
pegawai yang
informasi yang
negatn’ perﬂaku

Apalsah aca alat

komunikasi efektif

yaug

menginformasikan

hal-hal penting

kapeﬁ{a selurul
pegawai?

Adanya respor vang, |
tepat Waktu

ko umk‘am yang
'ste:nma

rekanan, flaﬂ pihak

‘eksternal lainnya

Apakah terdapat
saJ uran kermmlkasr
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dan aparat 7
pengawasan intern

Umt km’_}a?

Apakah ada strategl
pelaksanaan dan
I&dwal keg;am
k@mlmxkam dan

[E | | PEMANTAUAN

Terdapat mekanisme
reviu atas
! pelaksanaan

jatan

Apakah tﬁrdapdt
prosedur yang
mewayibkan
pimpinan unit kerja
untuk mereviu
Pﬁlaksaﬁaa_n

o

Pffngf;n‘ k_ a0 yang«
diabaikan?

Apakah terdapat
E_lqu'e.d ur yang.
meyakinkan baliwa
finedinken perislien
dilaknkan tepat
waktu ketika
diternukan

penyimpangan?
Apakal: ada
manitoring dan

e | evaluasi tindak
lanjut permasalatian
atau kendala dalam:
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Hasil Bvaluasi Temuan

o | o | T
Survei lerk | Deskri Eﬁuﬁﬂﬁ Damp | Ref
ait | psl ab

T

pelaksanaan
koordinasi internal
maupun eksternal?

Terdapat prosedur
untuk mendeteksi
3 adanya

] pengendalian intern
yang

Apakah telah
dilaksanakan reviu

gagal mencegah atau
mendeteksi adanya
masalal yang
timbul?

Apakah setiap
pengabaian tersebut
b | telah mendapat
persetujuian dari
pimpinan unit kerja?

TOTAL SKOR

| JUMLAH SKOR YANG DINILAI

| PERSENTASE

SIMPULAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN TINGKAT
ENTITAS

Keterangan:
L. Kolom "Hasil Penilaian" diisi tanda centang (V) yang menunjukkan hasil
pengujian sesuai teknik pengujian yang dilakukan.
2. Kolom "Skot" diisi:
a. angka 1 (satu) apabila berdasarkan penilaian, Tim Penilai yakin
bahwa pengendalian intern tersebut berjalan;
b. amgka O (nmol) apabila berdasarkan penilaian, Tim Penilai yakin
pengendalian intern tersebut tidak berjalan ..
Kolom *Temuan” diisi uraian temuan bila nilai skor "0". Uraian temuan
terdiri dari penjelasan mengenai pelanggaran dan/atau penyimpangan
terhadap penerapan pengendalian intern, akibat, dan penyebabnya.
Format I
CONTOH KERTAS KERJA
PENILAIAN PENGENDALIAN UMUM
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1)  Berikan tanda “x" pada kolom YA atau TIDAK (mana yang sesuai)
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2

Berikan keterangan tambahan pada kolom KETERANGAN

Noy

PENGENDALIAN*)

Kategori

KET.

AREA MANAJEMEN RISIKO

1

Penerapan Manajemen Risiko TIK

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai baliwa pengelolaan TIK telahi berpeduli risiko,
yaitu risiko kegagalan dukungan dan layanan TIK terbadap
organisasi telah diidentitikasi, dievaluasi, den dimitigasi
dengan memadai.

Apakah terdapat kebijakan dan prosedur umum terkait
dengan manajemen risike TIK?

Rancangan

b

Apakah kebijakan dan prosedur manajemien risiko TIK (jika
ada) telah memuat hal-hal sebagai berikut; pemilik risiko,
iclentifikasi risiko, penilaian risike, dan mitigasi risiko?

Rancangarn

)

Apakah tercdapat remicana penerapan manajemen risiko TIK?

Rancangat

d)

Apakah rencafia penefapan manajemen risiko (jika ada)
tersebut telah memuat taliapan identilikasi, evaluasi, dan
rencana mitigasi atas risitko-ristko utama TIK organisasi?

Ranecangan

e)

Apakah terdapat dokimmentasi  terkait implementasi
manajemen risiko TIK seperti formulir risiko, netulen rapat,
dan bahan-bahan sosialisasi manajemen: risike TIK.

Penerapan

f)

Apakah manajemen risiko TIK telah diterapkan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur manajemen risike yang
ditetapkan?

Penerapan

g

Apakah penerapan mangjemen risiko TIK telali memadai
dalam menjaga pencapaian tujuan TIK sebagai pendukung
proses bisnis?

Perierapan

1)

Apakah terdapat sesialisasi/internalisasi budaya risike can
risiko TIK yang dilhadapi kepada pegawai?

Penerapan

AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

2

Analisis kebutulian bisnis dilakukan sebelum
memberlakukan perubalian sistem

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai baliwa perubahan sistem yang diimplernentasikan
sesuai dengan kebutuhan drganisasi,

a)

Apakah terdapat ke b‘,ijakan mengenal perubahan sistem?

Rancangan

15))

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telali memuat
kewajiban untuk melakukan analisis kebutuhan bismis
sebelum melakukan perubahan sistem?

Rancangan

cl

Apakah terdapat dokumentasi perubahan sistem?

Penerapan

Apakah dokumentasi perubahan sistem (jilka adal telah
memuat:

1). permintaan dan alasan perubalian;

2), analisis dan evaluasidampak periibahan terhadsp
kebutulian bisnig periggling,

3), persetnjuan oleh pemilik proses bisnis,

Penerapan

oy

Perubahan sistem diuji sebelum dilmplementasikan ke
dalam lingkungan produksi.

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai bahwa perubahan sistermn tidak berdampak pada
terjadinya  gangguan pada sistem yang begjalan  di
lingkungan produksi.

Apakah terdapat kebijakan mengenai pengembangan sistem
dan kebijakan pengelalaan perubahsan sistem?

Rancangan
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)

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telah memuat
Kewajiban untuk melakukan pengujian sebelum perubahan
sistem diimplementasikan ke dalam lingkiingan produksi?

Rancangan

&)

Apakah apakalh terdapat definisi tugas dan tanggung jawaly
yang jelas dari para pihak yang terlibat dsalsm proses
perubalran sisterm?

Rancangan

d)

Apakal terdapat dokumentasi perubalian sistem (log,
dokumen sistem, dll)? ]

Penerapan

e

Apakah proses perubahan yang diimplementasikan telah
memenuhi  kebijakan pengembangan sistem; terutamsa
memenuhi kriteria berikut:

1). telah dingi di lingkungan non-produksi; dan

2). hasil uji telah disetnjui secara teknis untuk diterapkan di
lingkungar produksi?

Penerapan

Kontrol versi (version confrol) dalam aktivitas pemrograman
diimplementasikan yvang memuat dekumentasi kenfigurasi
dan dokumentasi program code

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai babwa deokumentasi teknis atas sistemn dipelihara
unbuk memastikan kelangsungan sistem setelal perubahan;
maupun dalam hal terjadi kegagalan perubahan.

Apakah terdapat kebijakan mengensai pengembangan sistem
dan kebijakan pengelalaan perubahsn sistem?

Rancangan

15

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telali memuat
kewajiban untuk melskukan -dokumentasi dan reviu
berjenjang atas kontrol versi terhadap perubalian sistem?

Rancangan

cl

Apakah kewajiban dokumentasi kontrol versi (jika ada) telah
memuat informasi penting seperti dekumentasi kenfigurasi
dan program. code?

Rancangan

d)

Apakah terdapat doknmentasi Konfrol wversi terhadap
perubalian sistem?

Penerapan

e

Apakah proses perubalian yang diimplementasikan telah
memerniuhi  kebijakan pengembangan sistern, terutama
mermernuhi kriteria berikut:

1), telah diuji di lingkungan non-produksi; dan

2). hasil yji telah disetujui secara teknis untuk diterapkarn di
lingkungan produksip ‘

Penerapan

Terdapat rencana implementasi serta pemantauan aktivitas
implementasi atas perubahan sistem yang dimigrasi

ke lingkurnigan produksi, termasuk rollback plan)
Pengendalian mi bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai balwa impleimentast sistem direncanakan dengan
memadai yang mencakup definisi tugas dan tanggung
jawab, tahapan implementasi, serta rencana rollback (dalarm
hial terjadi kegagalan implementasi)

a)

Apakah terdapat kebijakan mengenai pengembangan sistem
dan kebijakan pengelolaan perubahan sistem?

Rancangan

Ib)

Apakah kebijakan tersebut (jikaw ada) telahh mencakup
kewajiban penyusunan rencana implementasi yang
terutama memuat:

1), definisi ftugas dan tanggung jawab para pihak yang
terlibat;

2). tahapan implementasi yang jelas;

3). rollback plar; dan

4). mekanisme pemantauan afas implementasi sistern?

Rancangan

Apakali terdapat cdokumentasi implementasi perubahan
sistem?

Penerapan

Apakah dekumen implementasi sistem telalh memuat:
1). tugas dan tanggung jawals para pihak yang terlibat,
2). target dan realisasi jadwal,

3). persetujuan pihak berwenang, dan

Penerapan
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4. memuat rollback plan?

Apakal telah dilakukan pemantsian terhadap sisterm yarg
baru berjalan setelah mengalami perubalian?

Perierapan

(w0

Perubahan sistemn dalamm  konfigurasi  sistem, aplikasi,
interface, database, 0S8, dan pafches/peningkatan sistem
telah disetujui sebelunm dimigrasikan dan
diim plementasikan di lingkungan produksi

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai  bahwa perubahan terhadap sistem atau
kontfigurasi sistem diterapkan berdasarkan otorisasi yang
sal dari piliak berwenang.

a)

Apakah terdapat kebijakan mengenai pengembangan sistem
dan kebijakan pengelalaan perubahan sistem?

Raneangan

1)

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telalt memuat:

1) definisi tugas dan tangeung jawab yang jelas dar para
pihak yang terlibat dalam proses perubahan sistem, dan

2), mekanisme persetujuan sebelum perubahan sistem
diimplementasikan ke dalam lingkungan produksi.

Rancangan

Apakah terdapat dokumentasi implementasi perubahan
sistem’?

Penerapas

Apakah terdapat persetujuan sebelum perubaban sistem
diimplementasikan ke dalam lingkungan produkst

Penerapan

Lingkungan pengembangan dan pengujian terpisab dari
lingkungan produkst. Akses Hsik maupun logts terhadap
lingkungan tersebut dibatasi berdasarkan fungsi (role] dan
tanggung jawab penggnna Pengendalian ini bertujuan untuk
memiberikan keyakinan memadai bahiwa perubahan data
pada lingkungan produksi merupakan perubahan yang sah.

a)

Apakal tercdapat kebijakan mierigeniai pengembangan sistem
dan kebijakan pengelolaan perubahan sistem?

Rancangan

v}

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telah memuat:

1) kewajiban pemisahan antara lingkungan pengembangan,
pengujian, dan produksi; dan

2). delinisi yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawals
para: pihak yang terlibat pada lingkungan tiap-tiap
lingkungan tersebut.

Rancangan

Apakah lingkungsr  pengembangan, pengujisn, dan
produksi telali dipisahkan dalam pengembangan dan
pengujian sistem?

Penerapan

d)

Apakah terdapat perangkat wyang dikhususkan untuk
digunakan sebagai lingkungan pengembangan, pengujias,
dan prodiuksi?

Penerapan

P

Dalam hal terdapat lingkungan pengembangan, pengujian,
dan produkst, apakal:

1), terdapat daltar penggura beserts hak akses atas
perangkat pada tiap-tiap lingkurigan tersebut, dan

2), pemisahan [P address tiap-tiap lingkungan?

Penerapan

i)

Apakah ada pengguna (user] pada lingkungan produksi yang
memiliki respensibility/role sebagai “Application Developer™?

Penerapan

AREA AKSES LOGICAL

8

Program security awareness disosialisasikan ke pengguna,
termasuk pengguna sementars.

Pengendalisn ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
miemadai baliwa pengguna sistem aplikasi memahari

tanggung jawab penggunaan sistem
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a) | Apakah terdapat kebijakan mengenai sistem manajemen | Rancangan
keamanan informasi?

b) | Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telah memuat: Rancangan
1) kewajiban diadakannya program Securify cwdreness
kepada pegawai, termasiuk pengguna sementara; dan
2). materi program mencakup rineian tanggung jawab dan
konsekuensi bagi pengguna?

) | Apakah fterdapat rencana jadwal sosialisasi security | Rancangan
awareness?

d) | Apakah terdapat dokurientasi pragram security awareness? | Pererapan

e) | Apakah terdapat security awareness feam, yang bertugas | Penerapan
untuk mengembangkan, menyampaikan, dan memelihara
program security
awareness?

f] | Apakah program security awareness (jika ada) menyediakan | Penerapan
referensi bagl organisasi untuk melatih personil dalam
tingkatai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya?

gl | Apakah program security awareness (jika ada) telah | Penerapan
disosialisasikan melalul berbagai jalur komuriikasi?

9 | Pemantauan terhadap penggunaan hak akses
Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai mengenai akuntabilitas penggunaan akun oleh
pengguna sistem

a) | Apakah terdapat kebijakan mengenai sistem manajemen | Rancangan
keamanan mfermasi?

b) | Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telah | Rancangan
memnatkewajiban  dilakukannya pemartauan  terhadap
pengglinaan hak akses, termasuk pemarntauarn terhadsp
kewajiban dan larangan pengglina?

¢l | Apakah terdapat prosedur/rencana pemantanan terhadap | Rancangan
penggunaan hak akses? ‘

d) | Apakah terdapat dekumentasi pelaksanaan pemantauan | Penerapan
hak akses?

el | Apakah pemantauan tersebut (jika ada) menilai kepatuhan | Penerapan
pemeniihan kewajiban dan larangan pengguna?

f) | Apakah terdapat dokumentasi tindak lamjut atas | Penerapasn
pemantanan kepatuhan tersebut (jika ada)?

10 | Matriks akses pengguna (User access matrix/UAM) di setiap
lapisan; baik aplikasi, 0OS; DB, dan layanan jaringan
disusun dan divalidasi secara berkala.

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai mengenai pengendalian hak akses pada aplikasi
manpun infrastruktir terkait

a) | Apakah terdapat kebilakan mengenai sistemn manajemen | Rancangan
keamanan informasi dan matriks akses pengguna?

b) | Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telah memuat | Rancangan
kewajiban penyusunan dan validasi matriks akses pengguna
secara berkala? '

c] | Apakah terdapat matriks akses pengguna? Penerapan

d) | Apakah akun pengguna telal divalidasi dem prases validasi | Penierapan
diketahni dan disetujui oleh pemilik proses bisnis yang
terkait?

el | Apakah terdapat: Penerapan

1), pegawai yang telal keluar/mengundurkan diri sasil
berstabus pengguna aktil di aplikasi,

2). pegawai vang telah dimutasi/promosi namun masik
memiliki fungsi dan tanggung jawab di posisi mereka
sebelumnya, dan
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3). pengguna yang tidak digunakan (tidak aktif lebili dari 90
liari) masih berstatus aktif?

11

Hak akses dari pegawai yang dimutasi/mengundurkan diri,
piliak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang
melanggar standar keamanan informasi dan ftengah
menjalani proses hukum

dicabut sesegera mungkin.

Pengendalian ini bertnjuan untuk memberikan keyakinan
memadai bahwa akses terhadap sistemn dilakukan oleh
pengeglinia yang sah

a)

Apakah terdapat kebijakan mengenai sistem manajemen
keamanan informasi dan matriks akses pengguna?

Rancanegan

1)

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telali memuat
kewajiban pencnaktifan pegawai yang
dimutasi/ mengundurkan diri, piliak ketiga yang kentraknya
telali habis, dan individu yang melanggar standar keamanan
informasi dan tengaly menjalani proses hukum?

Rancangan

c)

Apakah terdgpat matriks akses pengguna?

Penerapan

dj

Apakah terdapat pegawai yang dimutasi/mengundurkan
diri, pihak ketiga vang kontraknya telah habis, dan individu
yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah
menjalam proses hukum? ’

Peneraparn

e

Apakah tanggal perolehan dan penon-aktifan hak akses
pegawai tersebut (jika ada) telah sesuai?

Penerapan

12

Akun pengguna (umum maupun khusus) didefinisikan
secara individual untuk memastikan akuntabilitasnya:
Pengendalisn ini bertiujuan untuk memberikan keyakinan
memadai mengenai aknntabilitas penggunaan akun oleh
pengglina sistem

a)

Apakal terdapat kebijakan mengenai sistern manajemen
keamanan informasi dan pengelolaan hak akses?

Rancangan

5]

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telah memuat
pengaturan mengenai akun klmusus (demgan pengguna
wmnum/lebili dari satu persenil)?

Rancangan

e

Apakah pengaturan akun khusus tersebut memuat definisi
yang jelas mengenail tangglng jawab. pengguna imum®?

Rancangan

d)

Apakah terdapat prosedur/rencana pemantauan terhadap
penggunaan hiak akses, terutama olel akun khusus?

Raneangan

e)

Apakah tefdapat daftar pengguna yang memiliki akses ke
aplikasi?

Penerapan

i

Apakah [D pengguna yang unik untuk tiap pengguna dan
akun wmum tidak diberikan kepada suatu departemen atau
kelompok?

Penerapan

g

Apakah terdapat standar penamaan untuk [D pengguna?

Penerapan

h)

Apakah terdapat ID pengguna umum yang digunakan oleh
departemen/kelompok dalam aplikasi?

Penerapar

Akses remote dan jaringan nirkabel diamankan dengan
pengendalian secara teknis (misal segmentasi jaringan) dan
administratif,

Pengendalian ind bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai bahwa akses terhadap sistem dilakukan melalui
perangkat yang terotorisasi oleh pihak yang terotorisasi

Apakah terdapat kebjjakan mengenai sistem manajeimnen
keamanan infarmasi kliususnya terkait akses remote dan
jaringan nirkabel, serfa segmentasi jaringan?

Rancangan
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)

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telah memuat
pengaturan mengenai: [). akses remote dan jaringan
nirkabel; dan Q). segimentasi jaringan berdasarkan kriteria
aset, unit/ fungsi yang menggunakan jaringan, dan
pemigahian jaringan internal dan eksternal.

Rancangan

<)

Apakali jaringan nirkabel diakses melalil mekanisme yang
aman (misalnya menggunakan metode enkripsi WPA2)?

Penerapan

d)

Apakah terdapat laporan yang berhubungan dengan
pengujian keamanan jaringan nirkabel?

Penerapan

el

Apakah pemberian akses ke jaringan nirkabel kepada pihak
eksternal yang didasarkan atas kebutulian dan telah
dilakukan pemantauan?

Penierapas

i

Apakah terdapat dokumentasi topologl jaringan®

Penerapan

Apakah jaringan internal (yang mencakup segmentasi untuk
lingkup pengembangan, pengujian, dan procluksi) dan
Jjaringan eksternal/ tamu telah dipisahkan secara tepat?

Penerapar

)

Apakah terdapat pembatasan terhadap akses ke lingkungan
tertentu  seswal dengan kebijakan ateu prosedur yang
betlaku?

Penerapan

14

Kata sandi default untuk sakun-akun default (misalnya,
SYSADMIN, GUEST) di databage, server, dan aplikagi telal
diubah,

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadal  balwa akses melalui akun default telah
diantisipasi

va]

Apakah terdapat kebijakan mengenai sistem manajemen
keamanan informasi?

Rancangan

13)

Apakah  kebijakan tersebut (jika ada) telahh mermuat
pengaturan mengenai.

1), penggunaan akun dan kata sandi default; atau

2), prosedur standar penerimaan dan pengglmaan perangkat
TIK yvang mencakup pengubahan akun dan konfigurasi
default,

Raneangan

<)

Apakah user dan kata sand| default pada perangkat terkait
aplikasi telah dinen-aktilkan?

Penerapan

Penetration testing/vulnerability assessment dilakukan pada
segmen sistem/jaringan yang sesuai berdasarkan profil
risikonya dan segala temuan ditindaklanjuti berdasarkan
rekomendast yang telal disetiijii.

Pengendalian ini bertujuan untuk membperikan keyakinar
miemiadai baliwa kerentanan sistern telah diartisipast

a)

Apakah terdapat kebijakan mengenal sistem manajemern
keamanan infermasi?

Rancangan

1)

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telah memuat
kewsajiban dan pengaturan imengenai penetration
testing/vulnerability assessment, termasuk area wutama
testing/assessment dan  periodisasi  pengujian  (misal:
setahiun sekali)?

Rancangan

c)

Apakah terdapat dokumentasi hasil penetration
testing /vulnerability assessment?

Penerapan

d)

Apakah penetration testing/vulnerability assessment (jika
dilakukan) telah mencakup akfivitas berikut, pre-
penetration, identification entry points, host scanning,
scanning, lmplementation security hardening?

Pernierapan

el

Apakah kerentanan yang ditemukan dari pengujian
penetration testing/vulnerability assessment (jika ada) telals
diperbaiki/dimitigasi /dilakukan pengendalian tambahan?

Penerapan
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16

Jejak audit (audit trail] di aplikasi diaktifkan dan direviu
secara berkala

Pengendalisn ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai  bahwa  terdapat  pemantauan  dan  langkal
perbaikan atas akses yang tidak terotorisasi

a)

Apakall terdapat kebijakan mengenai sistem manajemen
keamanan informasi kliususnya terkait audit railp

Rancangan

b)

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) ftelalh memuat
pengaturan mengenai audit trail dan kewajiban untuk
melakukan reviu audit trail secara periedik?

Rancangan

C)

Apakah terdapat kebijakan dan prosedur terkeit dengan
pemantatnan pelanggaran akses?

Rancangan

Apakah kebijakan dan prosedur pemantauan pelanggaran
akses: mencakup definisi  tujuan  dan  periodisasi
pemantauan, serta jenis tindakan yang dipantau?

Rancangan

el

Apakah terdapat dekumentasi konfigurasi dan pemantauan
penggunaan akun (audit lrail serta laporan analisis atas
audit trail)?

Penerapat

0

Apakah dokuamentasi pémantanan penggunaan akon (jika
ada) memuat analisis atag aktivitas mencurigakan seperti
login yang tidak berhasil, termasuk profil akun yang
bersangkutan (AuditTrail; Activate Profile Option])?

Penerapan

AREA OPERASIONAL TIK DAN KELANGSUNGAN KEGIATAN

17

Implementasi prosedur backup dan  restore secara
konsisten, Pengendalian ini bernguan wuntuk memberikan
keyakinan memadai mengenai ketersediasn data untuk
mendukung sistem/layanan

a)

Apakah terdapat kebijakan nlengenai sistem manajemen
keamanan informasi?

Rancangan

1)

Apakal‘x. kebijakan tersebut (jika ada) telali memuat
kewajiban untuk melakukan backup dan restore?

Rancangan

cl

Apakah kebijakan/prosedur tersebut (jika ada) telah
memuat pengaturan kritis a.l. mengenai:

1). periodisasi backup, dan periodisasi uji restore;

2). definisi tugas dan tanggung jawab para piliak yang
terlibat;

3). mekanisme penanganan kegagalan pada proses backup
dan uji coba restore?

Rancangan

d)

Apakah terdapat dokumentasi pelaksanaan backup dan
restare?

Peneraparn

Apakah log backup (jika ada) minimal telah mencakup
informasi merngenai:

1). Tangeal dan waktu backup,

2). Status backup, dan:

3). Deskripsi mengenai data backup.

Penerapar

Apakah fika terjadi kegagalan pada proses backup dan uji
caba restore (jika dilakukan) telah sesuai dengan prosedur?

Penerapan

18

Service-level Agreement (SLA) atau Operational-level
Agreement (OLA) secara [ovmal didefinisikan antara pihiak-
pihak terkait.

Perigendalian ini bertujusan untuk memperikan keyakinan
memadai mengenai keselarasan dan konsistens: kapasgitas
layanan TIK dengan kebutuhan proses bistis

a)

Apakah terdapat kebijakean mengenai sistem manajemen
layanan TIK?

Rancangan

[5)]

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telah memuat
pengaturan mengenai:

1). penyustinan SLA dan OLA;

2), pemantanian pencapaian SLA dan OLA; dan

3) penangansn kegagalan pencapaian target layanan?

Rancangan
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e

Apakah terdapat dokumentasi SLA dan OLA;  laperan
pemantauan pencapaian SLA/OLA, dan dekumentasi tindak
lanjut peniangandn kegagalan pencapalan target layanan?

Penerapan

d)

Apakah SLA dan OLA (jika ada) telah disusun dengan
memperkirakan kebutubian proses bisnis?

Penerapan

e)

Apakah SLA dan OLA (jika ada) telah sesual dengan
kebutuhian proses bisnis pada saat ini?

Penerapan

19

Implementasi dan uji berkala atas DRP
Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
memagai mengenal kemampuat pemulihan
aplikasi/layanan ketika terfadi bencana

Apakah terdapat kebijakan mengenai sistem manajemen
layanan TIK?

Rancangat

b)

Apakah kebijakan tersebut (jika -ada) telalh memuat
pengaturan mengenai mengenai DRP yang mencakup:
kewajiban penyusunan DRP; informasi penting, misalnya
daftar kotitak dan WEWenang masing-masing,
mekanisme/prosedur 1yl dan  revin  hasil Wi serta
mekanisme sasialigast,

Rancangan

c)

Apakah terdapat dokumentasi: DRP; laporan uji DRP
(termasuk reviu hasfl wji, jika ada); dan laporan
soslalisasi/ pelatihan implementasi DRP? ‘

Penerapan

d)

Apakah terdapat mekanisme eskalasi yang ditempuh atas
permasalahan yang terjadi pada saat pengujian DRP, serta
tindak lanjut/penyelesaian permasalahan tersebut?

Penerapan

Perencanaan  kapasitas dan pemantatan utilisasi
infrastruktur dan kinerja sistem yang kritis secara konsisten
(termasuk performa, beban/utilisasi jaringan, deteksi
gangguan, virus, performa helpdesk, dll)

Pengendalian ind bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai mengenai kapasitas dan kinerja infrastruktur (dan
penunjangnya) dalam mendukung layanan dan proses bisnis

Apakah terdapat kebijakan mengenai sistem manajemen
layarian TIK?

Rancangan

Apakah kebijakan tersebut (jika ada) telali memuat
kewajiban untuk melakukan pemantauan sécara berkala
terhadap:1). utilisasi infrastruktur mencakup kapasitas
pemresesan, penyimipanan data, komunikasi data;2).
keandalan  infrastruktur dalam mengatasi serangan
malware;3). kinerja perangkat secara umium;4). kinerja
layanan dukungan eperasional (lelpdesk)?

Rancangarn

e

Apakah terdapat dokumentasy perencanaan kapasitas
infrastruktur?

Penerapan

d)

Apakah terdapat doknmentasi pemantauan gtas kinerja
infrastruktur sistem?

Penerapan

e)

Apakah dokumentasi pemantauan atas kinefja infrastruktar
sistem (jika ada) telahi memuat:

1), lingkup pemantanan,

2), kesestaian periodisasi, pencatatan, dan nlekanisme
penanganan dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkarn;

3). tindak lanjut/penyelesaian atas garigguan/insiden yang
terjadi,

4)., eskalasi permasalahan (gangguan /insiden) dan
penyelesaiannya kepada pimpinan unit pengelola TIK
manpun jajaran pimpinan organisasi

Penerapan

0

Apakah realisasi Kinerja dan kapasitas infrastruktur telah
sesual dengan yang direncanakan?

Penerapan
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21 | Gangguan atau insiden operasional ‘T1  diidentilikasi,
ditangani, direviu, dan dianalisa dengan tepat wakt.
Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai bahiwa gangguan dan insiden terhadap sistem dan
layanan TIK telah diantisipasi

a) | Apakah terdapab kebijakan mengenai sistem manajemen | Rancangan
layanan TIK?

b) | Apakah kebijakan tersebut (jika ada] telah memuat | Rancangan
kewajiban untuk melakukan:

1). pemantauan terhadap gangguan dan insiden terhadap
sistem,

2), prioritisasi penanganan gangguan/insiden berdasarkan
dampak,,

3), mekanisme penanganan gangguan dan insiden tersebut,
4). mekanisme eskalasi?

¢) | Apakah terdapat dokumentasi pemantauan berkala | Penerapas
terhadap gangguan dan insiden operasional terhadap sistem
dan infrastrukturnya?

d) | Apakali doknmentasi pemantauan berkala terhadap | Penierapan
gangguan dan insiden operasional terhadap sistem dan
infirastrukturnya (jika ada) telah memuat;

1), jenis gangguan/insiden yang dipantan,

2). kesesuaian periodisasi, pencatatan, dan mekanisnie
penariganan dengan kebijakan/ proseduryang ditetapkar,

3). tindak lanjut/penyelesaian atas gangguan/insiden yang
terjadi,

4). eskalasi permasalahan (gangguan/insiden) dan
penyelesaiannya kepada jajaran pimpinan erganisasi

22 | Pengendalian fisik diimpleimentasikan secara memadai pada
lingkungan data center dan fasilitas pemrosesan laifmya.
Pengendalian ini bertujuan untuk memperikan keyakinar
memadai mengenai keamanan fisik perangkat

a) | Apakah terdapat kebijakan mengenai sistem manajemen | Rancangan
keamanan informasi?

b) | Apakah kebijakan tersebut (jikas ada) telah memuat | Rancangan
pengaturan mengenai keamanan [isik dan lingkungan yang
a.l, menecakup:

1), pengaturan atas akses fisik dengan mekanisme
otentifikasi akses dengan sidik jari pada pintu masuk data
center, otentifikasi akses sidik jari ganda pada main trap
data center, dan logbook pada lobi gedung dan pinitu uitama
data center; serta

2), mekanisme pengaturan kelistrikan, dan pendinginan?

c) | Apakah terdapat dokumentasi pemantagan berkala | Penerapan
terhadap fasilitas pengolah informasi (Data Center|?

d) | Apakah mekanisme akses; penanganan terhadap insiden | Penerapan
fisik, perlindungan kelistrikan, dan pendinginan telah sesuai
dengan kebijakan/standar/prosedur yang berlaku?

e) | Apakah terdapst dokumentssi dokumentasi pemelibiaraan | Pernierapan
fasilitas (Data Center) dengan penyedia/pihak ketiga yang
terkait?

) | Apakah aktivitas pemeliharaan pemeliharaan fasilitas (Data | Penerapan
Center) dengan penyedia/pihak ketiga telali sesuai dengan
kontrak /SLA yang ditetapkan?

g) | Apakah aktivitas pemeliharasn pemelibarasn fasilitas (Data | Penietapan
Center) telah sesuai dengan dengan Kebutulian?

Ket: *Jdaftar pertanyaan rineci disesuaikan dengan kondisi entitas akuntansi dan /atau
entitas pelaporan masing-masing.
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Format [T

Contoh Laporan Hasil Penilaian PIPK

LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

(Nama Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan)



2017, No.277

-102-

Kami telali melaksanakan pénilaian penerapan pengendalian
intern atas pelaporan keuangan pada [diisi nama entitas
akuntansi dan/atau -entitas pelaporan]. Penilaian dilakukan
terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian
Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pen'gendalian
Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir.
Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya
mernpakan tanggung jawab manajeniern.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan
dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga
terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi.
Oleh karena itu, meskipun dinyatakan -efektif, pengendalian
tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai
mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa
pada tanggal [diisi tanggal pelaporan|, pengendalian intern atas
pelaporan keuangan adalah efektif/efektif dengan pengecualian/
mengandung kelemahan material®).

Jakarta,
[Pimpinan Tim Penilai]

[Nama]

APilily salal satu

Ao

Lampiran
Laporan Hasil Penilaian

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai
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B: Daftar Kelemahan Material dan/atau Defisiensi Signifikan
Temuan T
7 No. Uraia 1 Sehab | AKibar Rekomendasi
A. Kelemahan material/ material weakness
1
2
B. | Defisiensi signifikan/ significant deficiency
1
L2
(o Defisiensi yang Berdampak Rendal [inconsequential deficiency
|1
2
Format [V

CONTOH FORMULIR CATATAN HASIL REVIU (CHR) PIPK

[Nama Kementerian Negara/Lembaga]
[Nama APIP]
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[NOMOR & TANGGAL)]

CATATAN HASIL REVIU PIPK

PADA: [ENTITAS AKUNTANSI / PELAPORAN]

[Nama Kementerian Negara/ Lembaga] Disusun oleh/ Tanggal 1

[Nama ATIP] Tizevin dieh) Tanggal 2]
Disetujui oleh/ Tanggal [3]

UAPA o [4

UAPPA-EL u] 5]

UAPPA-W o /6]

UAKPA &) 7]
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Uraian Catatan Hasil Reviu PIPK Indeks KKR
Pengendalian: [ntemr Tingka trEntités
Inconsequential Deficiency,

(8] 9
Significant Deficiency:

[10] [11]
Material Weakness:

[12] [13]
Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi
Inconsequential Deficiency:

[14] [15]
Significant Deficiency:

[16] [17]
Material Weakness,

(18] [19]
P(mgenc]ahan [ntern Tingkat Proses/ Transaksi
Inconsequential Deficiency:

[20] [21]
Significant Deficiency;

2] (23]
Material Weakness:

(23]

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan
[27]
28]
[29]
0]
Petunjuk Pengisian:

[1]  Diisi dengannama penyusun KKR dan tanggal penyusunan.
[2] Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviii,

[3] Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (yang berwenang menyetujui) .

[4] Diisi dengannama Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).
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[6] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon | (UAPPA-E1).

[6] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) .

[7]  Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggarem (UAKPA) yang direviu.

[8] Diisi dengan defisiensi pengendalian umum TIK yang berdasarkan hasil analisis masik
kategori Inconsequential deficiency.

[9] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.

[10] Diisi dengan defisiensi pengendalian umum TIK yang berdasarkan hasil analisis masuk
kategori significarnt deficiericy.

[1] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.

[12] Diisi dengan defisiensi pengendalian umum TIK yang berdasarkan: hasil ‘analisis masuk
kategoui material weakitess.

[13] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.

[14] Diisi dengan defisiensi Pengendalian Intern Tingkat Entitas yang berdasarkan hasil analisis
masuk kategori Inconsequential deficiency.

[15] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.

[16] Diisi dengan defisiensi Pengendalian Intern Tingkat Entitas yang berdasarkan hasil analisis
masiuk kategori significant deficiercy.

[17] Diisi dengan indeks KKR yang dignnakan.

[18] Diisi dengan'defisiensi Pengendalian Intern Tingkat Entitas yang berdasarkan hasil analisis
masuk kategori material weakess.

[19] Diisi dengan indeks KKR yang digunakai.

[20] Diisi dengan defisiensi Peugendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi berupa -aktivitas
yang berdasarkan hasil analisis masuk kategorifnconsequendtul deficiency.

[21] Diisi dengan indeks KKR yang digutiakan.

[22] Diisi dengan defisiensi Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi berupa aktivitas
yang berdasarkan hasil analisis masuk kategori significant deficiency.

[23] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.

[24] Diisi dengan defisiensi Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi berupa aktivitas
yang berdasarkan hasil analisis masuk kategorinaterial weakness.

[25] Diisi dengan indeks KKR yang digunakan.

[26] Diisi dengan koreksi/ perbaikan yang belum dilakukan atan tidak disetujui oleh unit
akuntansi berdasarkan usulan dari pereviu.

[27] Diisi dengan tanggal penyusunan CHR.

[28] Diisi dengan nama peran dalam tim reviu yang menandatangani CHR.

[29] Diisi dengan' nama Ketua Tim atau Pengendali Teknis yang menandatangani CHR.

[30] Diisi dengan nomor induk pegawai Ketita Tim atau Pengendali Teknis yang
menandatangani CHR.

[31] Diisi dengan tanggal penandatanganan CHR oleh pejabat penanggung jawab unit
akuntansi.

[32] Diisi dengan nama jabatan penanggnng jawab entitas akuntansi yang menandatangani
CHR. ’

[33] Diisi dengan nama pejabat penanggung jawab entifas akuntansi yang menandatangani
CHR.

[34] Diisi dengan nomor induk pegawai pejabat penanggung jawab entitas akuntansi yang
menandatangani CHR.

Forniat V

CONTOH PENGISIAN PERNYATAAN REVIU PIPK

[Nama Kementerian Negara/ Lembaga)
[Nama APIP]
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PERNYATAAN REVIU PIPK

[ENTITAS AKUNTANSI DAN/ATAU ENTITAS
PELAPORAN]

[NOMOR & TANGGAL]

Format Pernyataan Reviu Efektif

PERNYATAAN REVIU PIPK [ENTITAS AKUNTANSI DAN/ATAU ENTITAS
PELAPORAN]
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah mereviu sistem pengendalian intern -atas penyusunan laporan keuangan

[Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan] Tahun Anggaran [Tahun Anggaran]
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vang terdiri dari Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi
Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkm Proses/ Transaksi. Reviu
bertujuan memastikan keberadaan pengendalian untik mengatasi risiko-risiko dalam

proses penyusunan laporan keuangan, dan memastikan berfungsinya pengendalian.

Berdasarkan reviu kami, pengendalian intern atas penyusunan LK [Entitas Akuntansi
dan/atau Entitas Pelaporan] adalah pengendalian intern efektif schingga dapat
dinyatakan bahwa penyusiman LK [Entitas Akuintansi dan/atau Entitas Pelaporan]
diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

[Nama Kota] . [Tanggal-Bulan-Tahun]
[Jabatan Penanda Tangan]

[Nama Lengkap Penanda Tangan]
[NIP]
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Format Fernyataan Reviu Efektif dengan Pengecualian

PERNYATAAN REVIU PIPK [ENTITAS AKUNTANSI DAN/ATAU ENTITAS
PELAPORAN]
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah mereviu sistem pengendalian intern atas penyusunan laporan keuangan
[Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan| Tahun Anggaran [Tahun Anggaran]
yang lterdiri dari Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi
Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/ Transaksi. Reviu
bertujuan memastikan keberadaan pengendalian nntuk mengatasi risiko-risiko dalam

proses penyusunan laporan keuangan, dan memastikan berfungsinya pengendalian.

Berdasarkan reviu kami, pengendalian intern atas penyusunan LK [Entitas Akuntansi
dan/atau Entitas Pelaporan] adalah pengendalian intetn efektif dengan pengecualian:

L. [Uraian singkat siginificant defiviency]
2. [Uzaian singkat siginificant deficiency]
3. dst

namun tidak terdapat material weakness sehingga dapat dinyatakan balwa penyusunan
LK [Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan] diselenggarakan berdasarkan
Sistem Pengendalian Intern yang memadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenking Perbendaharaan Negara.

[Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun]
[Jabatan Penanda Tangan]

[Nama Lengkap Penanda Tangan]
(NIP]
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Format Fernyataan Reviu SFFI Mengandung Kelemahan Material

PERNYATAAN REVIU PIPK [ENTITAS AKUNTANSI DAN/ATAU ENTITAS
PELAPORAN]
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah mereviu sistem pengendalian intern atas penyusunan laporan keuangan
[Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan] Tahun Anggaran [Tahun Anggaran]
yang lterdiri dari Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi
Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Revia
bertijuan memastikan keberadaan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko dalam

proses penyusunan laporan keuaigan, dan memastikan berfungsinya pengendalian.

Berdasarkan reviu kami, pengendalian intern atas penyusunan LK [Entitas Akuntansi
dan/atau Entitas Pelaporan| adalah pengendalian intetn menganding kelemahan
material sebagai berikut:

1. [Uraian singkat material weakness)
2. |Uraian singkat materizl weakness]

3. dst.

sehingga dinyatakan bahwa penyusunan LK [Entitas Akuntansi dan/atau Entitas
Pelaporan] diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang tidak

memadai.

[Nama Kota] , [Tanggal-Bulan-Tahun]
[Jabatan Penanda Tangan)]

[Nama Lengkap Penanda Tangan|
[NTP]
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